
 
 

ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  

DAERAH  (BAPPEDA) KOTA DUMAI 

 

           SKRIPSI  

 

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) 

Pada Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara 

  

 

 

 

DINDA DWI ISLAMI 

(12070523330) 

 

 

 

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM 

RIAU  

1447 H/2025 M



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

i 

ABSTRAK  
 

ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  

(BAPPEDA) KOTA DUMAI 

 
Oleh:  

 

DINDA DWI ISLAMI 

12070523330 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Aparatur Sipil Negara 

(ASN) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai 

serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja 

pegawai. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena rendahnya 

kedisiplinan dan produktivitas ASN yang terlihat dari tingkat kehadiran dan 

perilaku kerja di lingkungan Bappeda Kota Dumai. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan 

penelitian terdiri dari pejabat struktural dan pegawai Bappeda Kota Dumai. 

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ASN di Bappeda Kota Dumai 

belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

penghambat, yaitu kurangnya kedisiplinan kerja, rendahnya inisiatif, keterbatasan 

sarana dan prasarana pendukung, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta 

pengawasan internal yang belum maksimal. Meski demikian, sebagian ASN telah 

menunjukkan tanggung jawab dan komitmen dalam menyelesaikan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
Penelitian ini merekomendasikan agar Bappeda Kota Dumai memperkuat 

sistem pengawasan dan evaluasi kinerja, meningkatkan kedisiplinan serta kerja 

sama antarpegawai, memperbaiki fasilitas kerja, dan menumbuhkan budaya kerja 

yang inovatif serta kolaboratif agar efektivitas organisasi dapat tercapai. 
 

Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Bappeda Kota Dumai, Disiplin     

Kerja, Faktor Penghambat. 

 

  



 

ii 

ABSTRACT 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF CIVIL SERVANTS (ASN) AT 

THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY 

(BAPPEDA) OF DUMAI CITY 

 
By:  

 

DINDA DWI ISLAMI 

12070523330 

 

This research aims to analyze the performance of Civil Servants (ASN) at the 

Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Dumai City and to identify 

the factors that hinder employee performance. The background of this study arises 

from the low level of discipline and productivity among civil servants, as reflected 

in attendance data and daily work behavior within Bappeda Dumai. 

This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected 

through observation, interviews, and documentation. The research informants 

consist of structural officials and staff of Bappeda Dumai. Data analysis was 

conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. 

The results indicate that the performance of civil servants at Bappeda Dumai has 

not been optimal. The inhibiting factors include lack of work discipline, low 

initiative, limited facilities and infrastructure, weak inter-agency coordination, 

and inadequate internal supervision. However, some employees have 

demonstrated responsibility and commitment in carrying out their duties 

according to established procedures. 
This study recommends that Bappeda Dumai strengthen its performance 

monitoring and evaluation system, enhance employee discipline and teamwork, 

improve work facilities, and foster an innovative and collaborative work culture 

to achieve organizational effectiveness. 
 

Keywords: Performance, Civil Servants, Bappeda Dumai, Work Discipline, 

Inhibiting Factors. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mutu sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor fundamental dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam birokrasi modern, Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dipandang sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan suatu 

organisasi publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya bertugas 

melaksanakan kebijakan, tetapi juga berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, serta evaluasi program pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, disiplin, dan produktif menjadi 

syarat mutlak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. 

Siagian (2008) menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah 

faktor yang paling menentukan dalam organisasi, karena sehebat apa pun sistem 

dan teknologi yang digunakan, tanpa manusia yang berkualitas organisasi tidak 

akan berhasil. Hal ini dipertegas oleh Rivai (2004) yang menyebutkan bahwa 

kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor kedisiplinan, motivasi, dan rasa tanggung 

jawab. Dengan demikian, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

adalah keniscayaan agar organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai tujuan. 

Dalam konteks globalisasi, tantangan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

semakin berat. Persaingan antarnegara dalam bidang ekonomi, politik, dan 

pelayanan publik memaksa birokrasi di Indonesia untuk adaptif, gesit, dan 

inovatif. Era ini menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya patuh 

pada aturan, tetapi juga mampu bekerja cepat, tepat, dan responsif terhadap 
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kebutuhan masyarakat. Hasibuan (2011) menyatakan bahwa disiplin merupakan 

kunci keberhasilan organisasi; tanpa disiplin, tujuan organisasi akan sulit tercapai. 

Artinya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disiplin akan langsung 

menurunkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi. 

Landasan hukum yang mengatur peran Aparatur Sipil Negara (ASN) 

semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara 

(ASN) adalah profesi yang memiliki kedudukan strategis dalam menjalankan 

kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mempererat 

persatuan bangsa. Regulasi ini menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 

berintegritas, netral, profesional, serta menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN). 

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 

Kinerja PNS menegaskan bahwa setiap ASN wajib menunjukkan kinerja sesuai 

target individu maupun target organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan 

Robbins (2006) yang menyebutkan bahwa kinerja pegawai merupakan fungsi dari 

kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Apabila salah satu aspek tersebut 

lemah, maka kinerja pegawai tidak akan maksimal. 

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kualitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Badan Kepegawaian 

Negara (BKN) dalam Laporan Tahunan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil 

Negara (ASN) tahun 2023 mencatat ribuan kasus pelanggaran disiplin setiap 
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tahunnya. Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah keterlambatan 

masuk kerja, bolos, hingga penyalahgunaan kewenangan. Temuan ini sejalan 

dengan Mangkunegara (2016) yang menyatakan bahwa kehadiran, ketepatan 

waktu, dan konsistensi dalam bekerja adalah indikator penting dari kinerja 

pegawai. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah kinerja Aparatur Sipil 

Negara (ASN) tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga menyebar hingga ke 

pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan karena 

bersentuhan langsung dengan masyarakat. Agar pembangunan daerah berjalan 

efektif, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kinerja optimal. Dalam 

hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi perangkat 

daerah yang sangat strategis, karena bertanggung jawab menyusun dokumen 

perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), 

dan tahunan (RKPD). Menurut Sedarmayanti (2010), keberhasilan pembangunan 

daerah ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam merencanakan, 

mengoordinasikan, dan mengendalikan program pembangunan. 

Kota Dumai, sebagai salah satu kota industri dan pelabuhan internasional 

di Provinsi Riau, memiliki tantangan pembangunan yang besar. Dumai 

merupakan pintu gerbang perdagangan dan pusat aktivitas ekspor-impor, sehingga 

membutuhkan perencanaan pembangunan yang matang. Dalam konteks ini, 

Bappeda Kota Dumai memiliki peran vital dalam memastikan perencanaan 

pembangunan berjalan sesuai harapan. Namun, peran strategis tersebut tidak akan 
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dapat dijalankan dengan baik jika Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda tidak 

memiliki kinerja yang optimal. 

Tabel 1. 1 

Data Pegawai di  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (BAPPEDA) 

Kota Dumai tahun 2024 

NO. NAMA TANGGAL 

LAHIR  

JABATAN PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

1 Drs. BUDHI 

HASNUL, M.Si 

13-02-1974  Kepala Strata 2 / S.2 

2 AGUSTIAN, SE, 

M.Si 

05-08-1969  Sekretaris Strata 2 / S.2 

3 RENALDI, S.Sos 31-01-1974  Analis Tata Usaha Strata 1/ S.1 

4 ZULKARNAIN, 

S.Sos, M.Si 

23-02-1972  Analis Tata Usaha Strata 2/ S.2 

5 MUHAMMAD 

FAKHRI, S.T, 

M.Ec.Dev 

29-06-1981  Kabid.Perekonomian 

dan SDA 

Strata 2 / S.2 

6 ARIKE TRESMITA, 

S.Pi, M.Si 

05-04-1977  Kabid. Pemerintahan 

dan Pembangunan 

Manusia 

 

Strata 2/ S.2 

7 MUNADI AHMADI, 

ST, M.Sc, M.Eng 

25-10-1980  Kabid. Perencanaan, 

Penendalian Dan 

Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

 

 

Strata 2/ S.2 

8 WINDY SYAMSUL, 

ST, M.Si 

06-10-1978  JF Perencana Ahli 

Muda 

Strata 2/ S.2 

9 MUHAMMAD 

RASYID, S.Kom, 

M.Kom 

01-02-1975  JF Perencana Ahli 

Muda 

Strata 2/ S.2 

10 Ir. ZUL AMRY 

BAHAR 

03-02-1969  JF Perencana Ahli 

Madya 

Strata 1/ S.1 

11 SRI MARWANTI, 

SKM, M.Si 

24-04-1980  JF Perencana Ahli 

Muda 

Strata 2/ S.2 

12 ERNI SASMITA, SE 29-06-1982  JF Perencana Ahli 

Muda 

Strata 1/ S.1 

13 EVI KAPTINORA, 

S.Pi 

15-05-1973  JF Perencana Ahli 

Muda 

Strata 1/ S.1 

14 RICO CANDRA, ST 15-03-1979  JF Analis Data dan 

Ilmiah 

Strata 1/ S.1 

15 ETRADIS KESUMA, 

SE 

09-04-1975  JF Analis Data dan 

Ilmiah 

Strata 1/ S.1 

16 ERLINTINA, SKM, 

M.K.M 

25-02-1975  JF Perencana Ahli 

Muda 

Strata 2/ S.2 

17 WINDERIATY, 

S.Hut, M.Si 

19-09-1977  JF Analis 

Pemanfaatan IPTEK 

Strata 2/ S.2 
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18 W. AGUSTINA, 

S.Sos 

01-08-1975  JF Analis Keuangan 

Pusat dan Daerah 

Strata 1/ S.1 

19 JAYA 

HANDAYANA, SE, 

MM 

08-03-1977  Kabid. Penelitian dan 

Pengembangan 

Strata 2/ S.2 

20 HUMANDA DWIPA 

PUTRA, SH 

19-04-1984  JF Perencana Ahli 

Muda 

Strata 1/ S.1 

21 T. SUPRIANSAH, 

S.Sos, M.Si 

05-10-1986  JF Perencana Ahli 

Muda 

Strata 2/ S.2 

22 INSANI TAQWA 

SAILI, ST 

29-09-1987  Kabid. Infrastruktur 

dan Kewilayahan 

Strata 2/ S.1 

23 ANTONY ASHA 

PARIE, ST 

10-09-1984  JF Perencana Ahli 

Muda 

Strata 1/ S.1 

24 SRI RAMADHANI, 

S.Si 

19-07-1981  JF Perencana Ahli 

Muda 

Strata 1/ S.1 

25 LUSI ADRIANI, 

S.Kom, M.Si 

20-09-1983  Pengawas Jalan dan Strata 1/ S.2 

26 MELANI FITRI, ST, 

MT 

20-09-1983  Jembatan Strata 2/ S.2 

27 JUFRI YANTO, 

S.Kom 

05-10-1979  Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian 

Strata 1/ S.1 

28 DESTIA ENDAH 

GAYATR, S.Sos 

26-12-1987  JF Perencana Ahli 

Muda 

Strata 1/ S.1 

29 SYARIFAH UMIDA, 

A.Md 

19-05-1983  Pengolah Data Diploma III/ 

D.III 

30 FRISKA ANITA, SE 19-05-1989  Analis Program Dan 

Kegiatan 

Strata 1/ S.1 

31 MEILISA 

MITAYANY 

SINAGA, SE 

19-05-1993 Analisis Program 

Pembangunan 

Strata 1/ S.1 

32 VERONIKA 

YURIKE MINCI, SE 

28-10-1996  Analis Perencanaan 

Anggaran 

Strata 1/ S.1 

33 WAN DODI IHSAN, 

S.A.P, M.AP 

28-10-1984  Analis Perencanaan 

Anggaran 

Strata 2/ S.2 

34 RADITYA 

KESUMA, SE 

30-01-1994  Analis 

Pengembangan SDM 

Aparatur 

 

Strata 2/ S.1 

35 DINDA SYAHRANI, 

SE 

07-05-1998  Ahli Pertama- 

Perencana 

Strata 1/ S.1 

36 DWI 

SEPTYONINGRUM 

26-12-1987  Ahli Pertama- 

Perencana 

Strata 1/ S.1 

37 NIDIA YESSI 

DESTARI 

26-12-1978  Pengadministrasian SMU 

38 EPA TIMAH 01-12-1981 Umum SMK 

39 RAMA DANI 30-06-1983  Pengadministrasi 

Keuangan 

SMU 

Sumber: Kasubbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kota Dumai 2024 
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Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kinerja Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di Bappeda Kota Dumai belum sepenuhnya memenuhi harapan. 

Berdasarkan data absensi pegawai tahun 2024  

Berikut mengetahui data kehadiran  Pegawai di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. 2 

Tingkat Absensi Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Dumai tahun 2024 

No Bulan Jumlah 

ASN 

Keterangan Jumlah 

ASN yang 

hadir 
H D I S C A 

1 Januari  46 296 35 1 4 42 0 378 

2 Februari 46 648 76 9 20 44 0 797 

3 Maret  42 754 101 9 5 13 0 882 

4 April  42 509 70 6 0 3 0 588 

5 Mei  42 732 144 3 2 1 0 882 

6 Juni  42 525 165 13 3 6 0 712 

7 Juli  39 501 421 7 5 26 0 960 

8 Agustus  39 544 248 0 0 6 0 798 

9 September  39 615 135 0 0 30 0 780 

10 Oktober  39 460 182 0 0 18 0 660 

11 November                      878 
12 Desember   39 510 207 0 0 24 0 741 

  

Terlihat bahwa tingkat izin dan sakit cukup tinggi pada beberapa bulan 

tertentu. Misalnya, pada bulan Februari tercatat lebih dari 20 pegawai sakit, 

sementara pada bulan Juni terdapat 13 pegawai izin. Tingginya angka 

ketidakhadiran ini berdampak pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan 

menurunnya efektivitas organisasi, terutama dalam hal penyusunan dokumen 

perencanaan tahunan. 

Selain data formal, pengamatan awal melalui wawancara dengan pihak 

non-struktural juga memperkuat gambaran lemahnya kedisiplinan Aparatur Sipil 

   Sumber: Kasubbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kota Dumai 2024 
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Negara (ASN). Petugas kantin menyebutkan bahwa sebagian pegawai sering 

berlama-lama di kantin melebihi waktu istirahat yang ditentukan, bahkan ada 

yang sarapan di kantin ketika jam kerja sudah dimulai, serta nongkrong di kantin 

menjelang sore sebelum jam kantor berakhir. Pihak keamanan juga memberikan 

keterangan bahwa masih ada pegawai yang datang terlambat pada pagi hari, 

pulang lebih cepat sebelum jam kerja selesai, atau keluar kantor pada jam kerja 

namun tidak selalu kembali tepat waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

permasalahan kedisiplinan nyata terjadi sehari-hari. 

Temuan ini sejalan dengan pendapat Robbins dalam Anwar Prabu 

Mangkunegara (2014) yang menyebutkan bahwa kinerja pegawai dapat diukur 

melalui lima indikator, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab, kerja 

sama, dan inisiatif. Namun, dalam praktiknya, kelima indikator tersebut sulit 

tercapai apabila pegawai tidak memiliki kedisiplinan yang baik. Rendahnya 

kedisiplinan waktu, seperti keterlambatan hadir, berlama-lama di kantin saat jam 

kerja, atau pulang lebih cepat, berpengaruh terhadap kuantitas kerja karena jumlah 

pekerjaan yang diselesaikan menjadi berkurang. Demikian pula, kualitas kerja 

menurun ketika pekerjaan dilakukan terburu-buru akibat keterlambatan. 

Kurangnya disiplin juga mencerminkan lemahnya tanggung jawab Aparatur Sipil 

Negara (ASN) terhadap tugas yang diemban. Selain itu, perilaku tidak disiplin 

dapat menghambat kerja sama tim, karena beban kerja menjadi tidak seimbang, 

serta melemahkan inisiatif, karena pegawai cenderung menunda pekerjaan. 

Dengan demikian, lemahnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
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Bappeda Kota Dumai menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya 

pencapaian indikator kinerja sebagaimana dijelaskan Robbins. 

Dengan demikian, terlihat adanya kesenjangan antara aturan yang 

menuntut ASN disiplin dan profesional dengan kenyataan di lapangan. Padahal, 

Sedarmayanti (2010) menekankan bahwa birokrasi daerah hanya akan efektif 

apabila aparatur yang ada bekerja sesuai standar kinerja yang ditetapkan. Oleh 

karena itu, analisis terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda 

Kota Dumai menjadi penting untuk dilakukan. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai 

kondisi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda Kota Dumai, baik dari 

segi disiplin, produktivitas, maupun profesionalisme. Selain itu, penelitian ini juga 

bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan 

rendahnya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dapat menjadi masukan 

bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur. Dengan demikian, 

peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda Kota Dumai 

diharapkan dapat mendukung efektivitas pembangunan daerah serta memperkuat 

posisi Kota Dumai sebagai pusat industri dan perdagangan yang strategis. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kinerja Aparatur 

Sipil Negara (ASN) pada Bappeda Kota Dumai merupakan isu penting yang perlu 

dianalisis lebih lanjut. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda tidak hanya 

dituntut untuk hadir secara fisik, tetapi juga harus menunjukkan kompetensi, 

tanggung jawab, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Oleh karena 

itu, penelitian mengenai analisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 
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Bappeda Kota Dumai menjadi relevan dilakukan, agar dapat memberikan 

gambaran nyata mengenai kondisi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), faktor-

faktor penghambat yang ada, serta menjadi masukan bagi upaya peningkatan 

kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pembangunan daerah. 

Hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut 

teintang “ANALISIS KINERJA APARATUR NEGARA SIPIL PADA KANTOR 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA 

DUMAI.“ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, penulis 

merumuskan  masalah antara lain : 

1. Bagaimana kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Dumai? 

2. Apa faktor penghambat kinerja pegawai di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai? 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai.   

2. Untuk mengetahui faktor penghambat kinerja pegawai di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai. 
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1.4 Manfaat Peineilitian  

1. Deingan adanya peineilitian ini dapat meiningkatkan keimampuian beirfikir 

inteileiktuial peinuilis seirta uintuik meineirapkan teiori-teiori yang teilah peinuilis 

peilajari seilama dibangkui peirkuiliahan Fakuiltas EIkonomi dan Ilmui sosial. 

2. Deingan adanya peineilitian ini diharapkan mampui meinambah bahan bacaan dan 

reifeireinsi bagi mahasiswa uintuik meilakuikan peineilitian beirikuitnya deingan jeinis 

peineilitian yang sama teintang analisis kineirja peigawai dalam meiningkatkan 

kuialitas keirja. 

3. Seibagai bahan masuikan bagi peigawai di Badan Peireincanaan Peimbanguinan 

Daeirah (BAPPEIDA) Kota Duimai meingeinai kineirja peigawai dalam 

meiningkatkan kuialitas keirja.  

 

1.5 Sisteimatika Peinuilisan 

Peinuilisan ini adapuin sisteimatikanya adalah seibagai beirikuit : 

BAB I : PEINDAHUILUIAN 

Pada BAB I ini beirisikan teintang latar beilakang masalah, peiruimuisan 

masalah, tuijuian peineilitian, manfaat peineilitin dan sisteimatika peinuilisan. 

BAB II : LANDASAN TEIORI 

Pada BAB II peinuilis akan meinyajikan teiori yang meinjadi dasar 

peimbahasan proposal yang teirkait deingan juiduil peineilitian 

BAB III : MEITODEI PEINEILITIAN 

Pada BAB III peinuilis akan meimbahas meingeinai jeinis peineilitian, 

lokasi peineilitian, jeinis dan suimbeir data, popuilasi dan sampeil, teiknik 

peinguimpuilan data, seirta teiknik analisis data. 



11 
 

 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Membahas profil Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Dumai, visi dan misi, struktur organisasi, tugas 

pokok dan fungsi, bidang-bidang kerja, serta kondisi pegawai. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menyajikan hasil penelitian mengenai Kinerja Pegawai dan faktor 

penghambat kinerja pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai. 

BAB VI  : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan kepada 

pihak-pihak terkait serta peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Aparatuir Sipil Neigara 

 Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil 

(PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada 

instansi pemerintah. ASN memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan 

publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa (UU No. 20 Tahun 2023). 

 Sebagai sumber daya utama dalam birokrasi, ASN dituntut untuk memiliki 

kompetensi, profesionalisme, dan integritas. Kualitas ASN sangat menentukan 

keberhasilan organisasi pemerintah, termasuk keberhasilan dalam penyusunan dan 

implementasi program pembangunan di tingkat daerah. 

 Meinuiruit Peiratuiran Meinteiri Dalam Neigeiri Reipuiblik Indoneisia Nomor 5 

Tahuin 2017 teintang Peidoman Nomeinklatuir Peirangkat Daeirah Provinsi dan 

Daeirah Kabuipatein/Kota Yang Meilaksanakan Fuingsi Peinuinjang Peinyeileinggaraan 

UIruisan Peimeirintahan, Badan Peireincanaan Peimbanguinan Daeirah Provinsi dan 

Kabuipatein/Kota (BAPPEIDA) adalah badan yang meilaksanakan fuingsi 

peinuinjang UIruisan Peimeirintahan yang meinjadi keiweinangan daeirah Provinsi ataui 

Kabuipatein/Kota. Badan Peireincanaan Peimbanguinan Daeirah Kota Duimai masuik 

kei dalam klasifikasi tipei A, yang teirdiri atas 1 (satui) seikreitariat dan 4 (eimpat) 

bidang. Masing-masing bidang di Bappeida Kota Duimai teirdiri atas 3 (tiga) 

suibbidang, seidangkan seikreitariat teirdiri atas 3 (tiga) suibbagian. 



 

 
 

13 

 Dalam rangka meilaksanakan keiteintuian Pasal 4 Peiratuiran Peimeirintah 

Reipuiblik Indoneisia Nomor 18 Tahuin 2016 teintang Peirangkat Daeirah yang 

meingamanatkan bahwa keiteintuian meingeinai keiduiduikan, suisuinan organisasi, 

tuigas dan fuingsi, seirta tata keirja Peirangkat Daeirah diteitapkan deingan Peirkada, 

maka Peimeirintah Kota Duimai teilah meineitapkan Peiratuiran Walikota Duimai 

Nomor 53 Tahuin 2020 Teintang Keiduiduikan, Suisuinan Organisasi, Tuigas dan 

Fuingsi Seirta Tata Keirja Badan Peireincanaan Peimbanguinan Kota Duimai. 

Meinuiruit peiratuiran teirseibuit Bappeida dipimpin oleih seiorang Keipala 

beirkeiduiduikan di bawah dan beirtangguing jawab keipada Walikota meilaluii 

Seikreitaris Daeirah. 

2.1.1 Jeinis, Statuis, dan Keiduiduikan Aparatuir Sipil Neigara (ASN) 

a. Jeinis ASN 

Meingeinai jeinis peigawai ASN diatuir pada pasal 5 UIndang-UIndang nomor 20 

tahuin 2023 teintang ASN. Dimana peigawai ASN teirdiri atas PNS dan PPPK. 

1. PNS  

Meiruipakan bagian dari Aparatuir Sipil Neigara (ASN) yang beirtuigas uintuik 

meimbeirikan peilayanan keipada masyarakat dalam peinyeileinggaraan 

peimeirintahan, peimbanguinan, dan tuigas neigara.  

2. PPPK 

PPPK adalah warga neigara Indoneisia yang meimeinuihi syarat teirteintui, yang 

diangkat beirdasarkan peirjanjian keirja uintuik jangka waktui teirteintui dalam 

rangka meilaksanakan tuigas peimeirintahan 
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b. Statuis ASN 

Beirbicara meingeinai statuis peigawai ASN, teirdapat duia statuis yang 

dibeirlakuikan bagi peigawai ASN yaitui peigawai peimeirintah yang diangkat 

seibagai peigawai teitap yaitui PNS dan peigawai peimeirintah deingan peirjanjian 

keirja.  

 Meingeinai statuis ASN diatuir pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) U IUI No. 20 

Tahuin 2023 yang meinyatakan bahwa : 

1. Peigawai ASN meimiliki nomor induik peigawai.  

2. Keiteintuian leibih lanjuit meingeinai nomor peigawai diatuir dalam Peiratuiran 

Peimeirintah. 

c. Keiduiduikan  

  Ruimuisan keiduiduikan peigawai ASN didasarkan pada pokok-pokok 

pikiran bahwa peimeirintah tidak hanya meinjalankan fuingsi uimuim 

peimeirintahan, teitapi juiga haruis mampui meilaksanakan fuingsi peimbanguinan 

ataui deingan kata lain peimeirintah buikan hanya meinyeileinggarakan teirtib 

peimeirintahan, teitapi juiga haruis mampui meinggeirakan dan meimpeirlancar 

peimbanguinan uintuik keipeintingan rakyat banyak. 

  Meingeinai Keiduiduikan ASN diatuir pada pasal 8 UIUI No. 20 tahuin 2023 

yang meinyatakan bahwa Peigawai ASN beirkeiduiduikan seibagai uinsuir aparatuir 

neigara. Peigawai ASN meimpuinyai peiran yang amat sangat peinting seibab 

peigawai ASN meiruipakan uinsuir dari aparatuir neigara uintuik 

meinyeileinggarakan, dan meilaksanakan peimeirintahan seirta peimbanguinan 

nasional dalam rangka meincapai tuijuian neigara. Keilancaran dari 
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peinyeileingaraan dan peilaksanaan peimeirintahan seirta peimbanguinan nasional 

dalam rangka meincapai tuijuian neigara sangat teirgantuing seikali pada 

keiseimpuirnaan aparatuir neigara. 

2.1.2 Fuingsi, Tuigas dan Peiran ASN 

 Beirdasarkan UIUI No. 20 tahuin 2023, Fuingsi, Tuigas, dan Peiran dari ASN 

diatuir dalam BAB IV pasal 10, pasal 11, dam pasal 12. Yaitui seibagai beirikuit : 

a. Beirdasarkan pada pasal 10 peigawai ASN meimiliki fuingsi seibagai peilaksana 

keibijakan puiblik, peilayan puiblik, dan peireikat dan peimeirsatui bangsa. 

b. Beirdasarkan pada pasal 11 peigawai ASN meimpuinyai tuigas uintuik 

meilaksanakan keibijakan puiblik yang dibuiat oleih peijabat peimbina 

keipeigawaian seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan, 

meimbeirikan peilayanan puiblik yang profeisional dan beirkuialitas, dan 

meimpeireirat peirsatuian dan keisatuian dari Neigara Keisatuian Reipuiblik 

Indoneisia.  

c. Beirdarkan Pasal 12 peiran dari peigawai ASN adalah seibagai peireincana, 

peilaksana, dan peingawas peinyeileinggaraan tuigas uimuim peimeirintahan dan 

peimbanguinan nasional meilaluii peilaksanaan keibijakan dan peilayanan puiblik 

yang profeisional, beibas dari inteirveinsi politik, seirta beirsih dari praktik 

koruipsi, koluisi, dan neipotismei. 

2.1.3 Hak dan Keiwajiban ASN 

 Dasar dari adanya hak adalah manuisia meimpuinyai beirbagai keibuituihan 

yang meiruipakan peimacui bagi dirinya uintuik meimeinuihi keibuituihannya, seipeirti 

beikeirja uintuik meimpeiroleih uiang bagi peimeinuihan keibuituihan. Manuisia dalam 
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kajian eikonomi diseibuit seibagai suimbeir daya kareina meimiliki keiceirdasan. 

Meilaluii keiceirdasan yang seimakin meiningkat meingakibatkan manuisia dikatakan 

seibagai homo sapieins, homo politikuis dan homo eikonomikuis dan dalam kajian 

yang leibih meindalam dapat dikatakan puila bahwa manuisia adalah zoon politicon.  

 

2.2  Manajeimein Suimbeir Daya Manuisia 

 Suimbeir daya manuisia adalah individui yang beikeirja seibagai peinggeirak 

suiatui organisasi, baik instituisi mauipuin peiruisahaan dan beirfuingsi seibagai aseit 

yang haruis dilatih dan dikeimbangkan keimampuiannya. Manajeimein Suimbeirdaya 

Manuisia, disingkat Manajeimein SDM, adalah suiatui ilmui ataui cara bagaimana 

meingatuir huibuingan dan peiranan suimbeirdaya (teinaga keirja) yang dimiliki oleih 

individui seicara eifisiein dan eifeiktif seirta dapat diguinakan seicara maksimal 

seihingga teircapai tuijuian (goal) beirsama peiruisahaan, karyawan dan masyarakat. 

Manajeimein SDM didasari pada suiatui konseip bahwa seitiap karyawan adalah 

manuisia buikan meisin dan buikan seimata meinjadi suimbeir daya bisnis.  

 Manajeimein SDM adalah suiatui proseis meinangani beirbagai masalah pada 

ruiang lingkuip karyawan, peigawai, buiruih, manajeir dan teinaga keirja lainnya 

uintuik dapat meinuinjang aktifitas organisasi atauipeiruisahaan deimi meincapai 

tuijuian yang teilah diteintuikan.  

 Meinuiruit Hasibuian (2019), manajeimein suimbeir daya manuisia adalah ilmui 

dan seini meingatuir huibuingan dan peiranan teinaga keirja agar eifeiktif dan eifisiein 

meimbantui teirwuijuidnya tuijuian peiruisahaan, pegawai, dan masyarakat.  

 Meinuiruit Deissleir (2010), manajeimein suimbeirdaya manuisia seibagai 

keibijakan dan latihan uintuik meimeinuihi keibuituihan pegawai ataui aspeik-aspeik 
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yang teirdapat dalam suimbeir daya manuisia seipeirti posisi manajeimein, reikruitmein, 

peinyaringan, peilatihan, kompeinsasi, dan peinilaian preistasi keirja pegawai.  

 Huibuingan antara kineirja peigawai dan manajeimein suimbeir daya manuisia 

(SDM) dapat digambarkan seibagai huibuingan yang saling meinduikuing dan sangat 

kruisial dalam meimastikan eifeiktivitas peilayanan puiblik seirta keibeirhasilan 

peimeirintahan. Manajeimein SDM yang baik akan meinciptakan lingkuingan keirja 

yang konduisif bagi peigawai peimeirintahan uintuik meincapai kineirja yang optimal, 

seimeintara kineirja peigawai yang baik meinjadi tolok uikuir keibeirhasilan 

manajeimein SDM dalam meinjalankan fuingsinya. 

 Manajeimein SDM dalam peimeirintahan juiga beirtangguing jawab atas 

keiseijahteiraan peigawai. Peigawai yang meirasa dipeirhatikan keiseijahteiraannya, 

baik seicara fisik mauipuin meintal, akan leibih mampui beirkonseintrasi pada tuigas-

tuigas meireika dan meinuinjuikkan kineirja yang leibih baik. Program-program 

keiseijahteiraan, seipeirti layanan keiseihatan, duikuingan psikologis, seirta keibijakan 

keiseiimbangan antara keirja dan keihiduipan pribadi, sangat meimpeingaruihi tingkat 

motivasi dan produiktivitas peigawai. Manajeimein SDM yang baik haruis 

meimastikan bahwa peigawai beikeirja dalam kondisi yang seihat dan seijahteira, 

seihingga meireika dapat meimbeirikan kontribuisi yang maksimal dalam pe ilayanan 

puiblik. 

 Seicara keiseiluiruihan, huibuingan antara kineirja peigawai peimeirintahan dan 

manajeimein SDM adalah huibuingan timbal balik yang peinting. Manajeimein SDM 

meinyeidiakan fondasi meilaluii reikruitmein, peilatihan, peinilaian, kompeinsasi, dan 

keiseijahteiraan, yang meimuingkinkan peigawai uintuik beirkineirja optimal. 
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Seibaliknya, kineirja peigawai yang baik meiruipakan ceirminan dari manajeimein 

SDM yang eifeiktif, yang pada akhirnya akan beirkontribuisi pada peincapaian 

tuijuian strateigis peimeirintahan dan peiningkatan kuialitas peilayanan puiblik. 

 

2.3 Kineirja 

2.3.1 Pengertian Kinerja 

 Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

(Mangkunegara, 2013). Kinerja mencerminkan tingkat keberhasilan individu 

dalam menyelesaikan pekerjaan serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan 

organisasi 

 Robbins (2006) menyatakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan 

seseorang dalam melaksanakan tugas yang diukur berdasarkan standar organisasi. 

Pada ASN, kinerja merupakan gambaran capaian kerja yang dinilai melalui 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta perilaku kerja sesuai PP Nomor 30 Tahun 

2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. 

 Dengan demikian, kinerja memiliki orientasi pada output, yaitu sejauh mana 

pekerjaan yang dilakukan memberikan hasil sesuai target organisasi. Kinerja tidak 

hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mencakup kualitas, efektivitas, ketepatan 

waktu, serta kontribusi pegawai terhadap pencapaian tujuan instansi. Dalam 

sektor publik, kinerja ASN menjadi sangat penting karena berkaitan langsung 

dengan kualitas pelayanan, efektivitas program, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan. 
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 Kinerja ASN dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mangkunegara (2016) 

membagi faktor tersebut menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan, pengetahuan, keterampilan, 

motivasi, dan kepribadian individu. Faktor eksternal mencakup lingkungan kerja, 

kepemimpinan, sarana prasarana, kebijakan organisasi, supervisi, dan beban kerja. 

Rivai (2004) menambahkan bahwa disiplin menjadi faktor kunci yang 

memengaruhi kinerja, karena tanpa disiplin tinggi pegawai tidak mampu 

mencapai target organisasi secara optimal. Pada birokrasi daerah, koordinasi 

antar-bidang, budaya kerja, serta sistem penghargaan dan hukuman juga 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja ASN. 

 Pengukuran kinerja ASN dilakukan melalui dua komponen utama 

sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2019, yaitu Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. SKP mengukur capaian target secara 

kuantitatif dan kualitatif berdasarkan output pekerjaan, indikator kualitas, waktu 

penyelesaian, serta angka kredit bagi ASN jabatan fungsional. Sementara itu, 

Perilaku Kerja mencakup penilaian terhadap aspek orientasi pelayanan, 

komitmen, integritas, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan bagi pejabat 

struktural. Kombinasi kedua komponen tersebut memberikan gambaran 

menyeluruh tentang kinerja ASN, baik dari sisi hasil kerja maupun perilaku 

profesionalnya. 

 Kineirja beirmuila dari kata job peirformancei yang artinya  preistasi yang 

meingacui pada hasil keirja ataui peincapaian yang beirhasil diraih oleih  individui. 

Deifinisi kineirja meincakuip hasil keirja dalam hal muitui dan juimlah yang   teilah 
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dipeiroleih oleih peigawai saat meinyeileisaikan tuigasnya, seitara deingan tangguing 

jawab yang teilah dieimban. 

Suigiono (2018) meingeimuikakan indikator meingeinai  kineirja peigawai yaitui:  

1. Kuialitas ataui  muitui;   

2. Kuiantitas ataui juimlah;   

3. Keiteipatan teirhadap waktui;   

4. EIfeiktivitas.  

 Seiorang peigawai didalam beikeirja haruis seisuiai deingan program keirja 

organisasi, uintuik meinuinjuikan tingkat kineirja dalam rangka meincapai tuijuian 

organisasi. Beirhasil ataui gagalnya suiatui tuijuian seibagian beisar diteintuikan oleih 

kineirja dari seitiap peigawai dalam organisasi teirseibuit. Meinuiruit Kamuis Beisar 

Bahasa Indoneisia (KBBI), kineirja adalah seisuiatui yang dicapai.  

2.3.2 Perbedaan Kerja dan Kinerja 

 Kerja dan kinerja merupakan dua konsep yang sering digunakan dalam 

konteks organisasi, namun keduanya memiliki makna yang berbeda secara 

mendasar. Kerja merujuk pada aktivitas, usaha, atau serangkaian tugas yang 

dilakukan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab jabatannya. Kerja lebih 

berfokus pada proses, yaitu bagaimana seorang pegawai menjalankan aktivitas 

harian seperti menyusun laporan, mengikuti rapat, melayani masyarakat, atau 

melaksanakan instruksi atasan.  

 Dalam konsep kerja, penekanan utamanya adalah pada tindakan atau kegiatan 

itu sendiri, tanpa melihat seberapa efektif kegiatan tersebut mencapai tujuan 

organisasi. Sementara itu, kinerja adalah hasil akhir dari proses kerja tersebut. 
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Kinerja mencerminkan tingkat keberhasilan seorang pegawai dalam mencapai 

target, standar kualitas, dan kuantitas yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, 

kinerja mengukur seberapa baik seseorang menyelesaikan pekerjaannya, bukan 

hanya bahwa ia bekerja.  

 Kinerja mencakup aspek mutu pekerjaan, ketepatan waktu, ketelitian, 

efektivitas, efisiensi, serta kontribusi terhadap tujuan institusi. Seorang pegawai 

dapat bekerja setiap hari dan terlihat sibuk, namun belum tentu memiliki kinerja 

yang baik jika hasil kerjanya tidak memenuhi standar organisasi atau tidak 

memberikan dampak terhadap capaian instansi. Oleh karena itu, dalam organisasi 

pemerintahan seperti Bappeda, penting untuk membedakan antara sekadar bekerja 

dan menghasilkan kinerja. Kerja menggambarkan aktivitas, sedangkan kinerja 

menggambarkan kualitas dan pencapaian dari aktivitas tersebut. 

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Meimpeingaruihi Kineirja 

 Meinuiruit Tjuijui Yuiniarsih dan Suiwatno (2011:80), yang meindorong 

muincuilnya masalah ataui gangguian pada kineirja suimbeir daya manuisia misalnya 

yang lahir dalam beintuik streiss, konflik, tingginya tingkat keitidakhadiran 

(abseinteieiism), keibosanan (buirn ouit) dan labouir tuirn oveir.  

 Meinuiruit Anwar Prabui Mangkuineigara (2013:67) faktor yang 

meimpeingaruihi peincapaian kineirja adalah faktor keimampuian (ability) dan faktor 

motivasi (motivation).  

1. Faktor keimampuian, seicara uimuim ini teirbagi meinjadi 2 yaitui, keimampuian 

poteinsi ( IQ ) dan keimampuian reialiti ( knowleidgei dan skill ). Artinya 

pimpinan dan karyawan yang meimilki IQ datas rata-rata ( IQ 110-120 ) 
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apalagi suipeirior,veiry suipeirior, gifteid dan jeiniuis deingan peindidikan yang 

meimadai uintuik jabatannya dan teirampil dalam meingeirjakan peikeirjaan 

seihari-hari, maka akan leibih muidah meincapai kineirja maksimal.  

2. Faktor motivasi yaitui motivasi teirbeintuik dari sikap karyawan dalam 

meinghadapi situiasi keirja di lingkuingan organisasinya. Meireika yang beirsikap 

positif (pro) teirhadap situiasi keirjanya akan meinuinjuikan motivasi keirja tinggi 

dan seibaliknya jika meireika beirsikap neigatif (kontra) teirhadap situiasi 

keirjanya akan meinuinjuikan motivasi keirja yang reindah. Situisi yang dimaksuid 

antara lain huibuingan keirja, fasilitas keirja, iklim keirja. Keibijakan pimpinan, 

pola keipeimimpinan keirja dan kondisi keirja. 

Hal ini seisuiai deingan peindapat Keiith David dalam Anwar Prabui 

Mangkuineigara (2013:67), yang meiruimuiskan bahwa :  

Huiman peirformancei = ability + motivation  

Motivation = attituidei + situiation  

Ability = knowleidgei + skill 

2.3.4 Peinilaian Kineirja  

 Peinilaian kineirja adalah proseis peinguikuiran kineirja seiseiorang. Peinilaian 

kineirja meiruipakan peingawasan teirhadap kuialitas peirsonal. Peinilaian kineirja 

(peirformancei appraisa) pada dasarnya meiruipakan salah satui faktor kuinci ganda 

meingeimbangkan suiatui organisasi seicara eifeiktif dan eifeisiein, kareina adanaya 

keibijakan ataui program peinilaian preistasi keirja beirarti organisasi teilah 

meimanfaatkan seicara baik atas Suimbeir Daya Manuisia (SDM) yang ada didalam 

organisasi. Suilistiyani (dalam Al-juifri, 2013 : 21). 



 

 
 

23 

 Meinuiruit Veiithzal Rivai (dalam Suiwatno dan Donni, 2016 : 196), Peinilain 

kineirja meingacui pada suiatui sisteim formal dan teirstruiktuir yang diguinakan uintuik 

meinguikuir, meinilai dan meimpeingaruihi sifat-sifat yang beirkaitan deingan 

peikeirjaan, prilakui dan hasil teirmasuik tingkat keitidak hadiran. Deingan deimikian, 

peinilaian kineirja adalah meiruipakan hasil kineirja karyawan dalam lingkuip 

tangguingjawabnya. Didalam duinia uisaha yang beirkompeitisi dalam tataran 

beirsamaan, karyawan meimeirluikan uimpan balik atas hasil keirja meireika seibagai 

panduian bagi peirilakui meireika dimasa yang akan datang. 

 Didalam UIUI ASN No 5 Tahuin 2014 pasal 75 teintang peinilaian Kineirja 

PNS. Peinilaian preistasi keirja PNS beirtuijuian uintuik meinjamin objeiktivitas 

peimbinaan Peigawai Neigeiri Sipil yang dilakuikan beirdasarkan sisteim preistasi 

keirja dan sisteim karieir. Peinilaian preistasi keirja yang teircantuim didalam UIUI 

ASN No. 5 Tahuin 2014 pasal 76 ayat 2 peinilaian kineirja PNS dilakuikan 

beirdasarkan prinsip : 

a. Objeiktif; 

b. Teiruikuir; 

c. Akuintabeil; 

d. Partisipasif; dan 

ei. Transparan. 

2.3.5 Dimensi dan Indikator Kineirja   

 Dimensi merupakan himpunan dari partikular-partikular yang disebut 

indikator kinerja. Menurut Robbins dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2014) 
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mengemukakan bahwa dimensi dan indikator kinerja dapat diukur yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kualitas Kerja.  

 Kualitas kerja adalah seberapa baik seseorang karyawan  mengerjakan apa 

yang seharusnya dikerjakan. Dimensi kualitas kerja diukur dengan menggunakan 

tiga indikator, yaitu : 

a. Kerapihan. 

Kerapihan adalah kondisi di mana pekerjaan atau lingkungan kerja 

dilakukan atau disusun secara teratur, sistematis, dan bersih sehingga 

mendukung efektivitas dan efisiensi kerja. 

b. Ketelitian. 

Ketelitian adalah kecermatan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau 

pekerjaan sehingga hasilnya bebas dari kesalahan, baik dalam hal angka, 

prosedur, maupun substansi. 

2. Kuantitas Kerja.  

 Kuantitas kerja adalah seberapa lama seseorang karyawan dalam satu 

harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap karyawan itu 

masing-masing. Dimensi kuantitas kerja diukur dengan dua indikator yaitu : 

a. Kecepatan Kerja.  

Kecepatan kerja adalah seberapa cepat seseorang dapat menyelesaikan 

tugas atau pekerjaannya. Semakin cepat seseorang menyelesaikan 

pekerjaan (dengan tetap mempertahankan kualitas), maka ia dianggap 
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memiliki kinerja yang baik. Kecepatan ini menunjukkan efisiensi 

seseorang dalam menggunakan waktu dan sumber daya yang tersedia. 

b. Kemampuan Kerja. 

Kemampuan dalam kuantitas kerja merupakan bagian dari indikator 

kinerja karyawan yang mengacu pada jumlah pekerjaan yang dapat 

diselesaikan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

3. Tanggunng jawab.  

 Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.  

Dimensi tanggung jawab diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu: 

a.  Hasil kerja.  

Menekankan pada output yang dicapai oleh individu. Output ini bisa berupa 

barang, jasa, laporan, atau hasil nyata lainnya sesuai bidang pekerjaan. 

b.  Pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan dalam bertanggung jawab adalah suatu proses 

memilih tindakan terbaik dengan mempertimbangkan berbagai alternatif 

secara rasional, etis, dan objektif, serta disertai kesediaan untuk menerima dan 

menanggung segala akibat dari keputusan tersebut.  

4. Kerjasama.  

 Kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dengan karyawan atau pegawai 

lain secara vertikal dan horizontal baik didalam maupun diluar pekerjaan sehingga 
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hasil pekerjaan semakin baik. Dimensi kerja sama diukur dengan menggu nakan 

dua indikator yaitu : 

a.  Jalinan kerjasama. 

Jalinan kerjasama adalah bentuk hubungan atau interaksi antara dua pihak atau 

lebih yang didasarkan pada kesepakatan dan tujuan bersama untuk saling 

membantu, mendukung, serta mencapai hasil yang lebih optimal dibandingkan 

jika dilakukan secara sendiri-sendiri. 

b.  Kekompakan.  

Kekompakan merupakan kondisi di mana seluruh anggota kelompok atau tim 

saling mendukung, bekerja sama dengan solid, dan memiliki rasa 

kebersamaan yang kuat demi mencapai tujuan bersama secara efektif dan 

harmonis. 

5. Inisiatif.  

 Inisiatif merupakan dorongan atau keinginan yang muncul dari dalam diri 

seorang pegawai untuk menyelesaikan tugas dan menghadapi permasalahan kerja 

tanpa harus menunggu instruksi dari atasan. Sikap ini mencerminkan bentuk 

tanggung jawab individu terhadap tugas yang telah menjadi kewajibannya di 

lingkungan kerja. Dimensi inisiatif ini dapat dinilai melalui satu indikator utama, 

yaitu kemampuan pegawai dalam menyelesaikan masalah secara mandiri sebelum 

menerima arahan dari pimpinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja karyawan dapat diukur melalui beberapa dimensi, yaitu kualitas kerja, 

kuantitas kerja, tanggung jawab, kerjasama, serta inisiatif yang ditunjukkan secara 

aktif oleh karyawan itu sendiri. 
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 Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Bappedalitbang berdasarkan 

evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja tersebut tersaji pada tabel 2.1. 

berikut 

Tabel 2.1 

Pencapaian Kinerja Utama Bappedalitbang Tahun Berjalan (2023) 
 

 

No. 

 

Indikator 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Renstra 

Tahun 

Berjalan 

(2023) 

Realisasi/Proyeksi 

Kinerja Capaian 

Renstra Tahun 

Berjalan (2023) 

 

Catatan Analisis 

1 Indeks Perencanaan 85 84,11 98,96%  

 

 

2 

 

Persentase keselarasan 

Program RKPD 

dengan Program 

RPJMD 

 

 

100% 

 

 

95,56% 

 

 

95,56% 

Dari 135 program yang ada 

di RPJMD untuk tahun 

2024, hanya 129 program 

yang terdapat pada RKPD 

tahun 2024 

 

 

 

3 

 

 

Persentase dukungan 

RKPD Kota Dumai 

terhadap prioritas 

nasional dan propinsi 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Seluruh prioritas 

Pembangunan nasional dan 

propinsi Riau tahun 2024 

mendapat dukungan 

program pada RKPD Kota 

Dumai tahun 2024 

 

 

4 

 

 

Persentase kegiatan 

prioritas kepala daerah 

yang diimplementasikan 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Seluruh kegiatan/proyek 

yang menjadi prioritas 

Walikota Dumai Tahun 

2023 telah dianggarkan 

pada APBD Kota Dumai 

tahun 2023 

 

 

 

5 

 

 

Persentase rencana 

pembangunan daerah 

yang ditetapkan sesuai 

dengan peraturan 

perundang- undangan 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Seluruh dokumen 

perencanaan Pembangunan 

daerah yang disusun akan 

ditetapkan dengan 

peraturan perundang- 

undangan sesuai 

ketentuannya. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Persentase hasil 

kelitbangan yang 

implementatif 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

100% 

25% dari hasil kelitbangan 

yang dilaksanakan oleh 

beberapa OPD di 

Pemerintahan Kota Dumai 

dapat diimplemtasikan 

untuk mendukung 

pelaksanaan Pembangunan 

Kota Dumai pada tahun 

2023 

Sumber: Dinas Bappeda Kota Dumai (2023) 
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 Isu-isu strategis perencanaan pembangunan serta penelitian dan 

pengembangan diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana dan  peneliti 

untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappedalitbang  sebagai perumus 

kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta  perumus kebijakan dan 

pelaksana penelitian dan pengembangan  serta inovasi pembangunan daerah;  

2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang  lebih baik 

sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang  diperlukan dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan daerah  yang terintegrasi; 

3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan  antar bidang 

dan lintas sektor; 

4. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan  serta 

penelitian dan pengembangan;  

5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; 

6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan,  akuntabel dan 

aksesibel. 

7. Pengembangan penelitian dan inovasi daerah yang dapat  diimplemetasikan 

dalam pembangunan daerah. 

2.3.6 Faktor Penghambat Kinerja 

 Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa hambatan yang 

memengaruhi pencapaian kinerja yang optimal. Hambatan-hambatan ini 

mencakup aspek anggaran, sumber daya manusia, dan keterbatasan tenaga teknis. 

1. Belum Tercukupinya Anggaran untuk Beberapa Sub-Kegiatan 
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 Salah satu kendala utama adalah terbatasnya anggaran yang tersedia untuk 

mendukung pelaksanaan sejumlah sub-kegiatan. Keterbatasan ini menyebabkan 

beberapa program tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal, 

sehingga menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan. 

2. Kurangnya Disiplin di Kalangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Faktor lain yang memengaruhi kinerja adalah tingkat disiplin SDM yang 

belum memadai. Ketidakdisiplinan ini berpengaruh pada produktivitas kerja dan 

penyelesaian tugas-tugas tepat waktu, yang pada akhirnya memengaruhi 

efektivitas pencapaian hasil kerja. 

3. Kurangnya Tenaga Teknis dalam Melaksanakan Pekerjaan 

 Selain itu, keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga teknis juga menjadi 

tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketidakcukupan tenaga teknis yang 

terampil dapat berdampak pada kualitas dan kecepatan pelaksanaan kegiatan yang 

membutuhkan keahlian khusus. 

 

2.4 Sasaran Keirja Peigawai (SKP) 

 Didalam Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia No.46 Tahuin 2011 

teintang Peinilaian Preistasi Keirja Peigawai Neigeiri sipil pada pasal 1 ayat 4 yang 

dimaksuid deingan Sasaran Keirja Peigawai yang seilanjuitnya disingkat deingan SKP 

adalah reincana keirja dan targeit yang akan dicapai oleih seiorang PNS. Peinilaian 

SKP seibagaiman yang dimaksuid pada pasal 7 ayat 1 meilipuiti aspeik: 

a. Kuiantitas 

Kuiantitas adalah juimlah ataui banyaknya hasil keirja yang dicapai. Kuiantitas 

keirja dapat dilihat dari hasil kineirja para peigawai ataui karyawan dalam 
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meinyeileisaikan tuigas dan tangguing jawabnya, seisuiai deingan waktui yang 

suidah diteintuikan. 

b. Kuialitas 

Kuialitas adalah tingkat seijauih mana proseis ataui hasil peilaksanaan keigiatan 

meindeikati keiseimpuirnaan ataui meindeikati tuijuian yang diharapkan. 

c. Waktui 

Waktui adalah uikuiran lamanya proseis seitiap hasil keirja dicapai. Yang dimana 

dalam  meineitapkan  targeit  waktui haruis meimpeirhituingkan beirapa waktui 

yang dibuituihkan uintuik meinyeileisaikan suiatui peikeirjaan. 

d. Biaya 

Biaya adalah beisaran juimlah anggaran yang diguinakan seitiap hasil keirja. 

Yang dimana dalam meineitapkan targeit biaya haruis meimpeirhituingkan beirapa 

biaya yang dibuituihkan uintuik meinyeileisaikan suiatui peikeirjaan dalam satui 

tahuin.  

 

2.5 Peirilakui Keirja 

 Didalam Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia No.46 Tahuin 2011 

teintang Peinilaian Preistasi Keirja Peigawai Neigeiri sipil pada pasal 1 ayat 6 yang 

dimaksuid deingan Peirilakui Keirja adalah seitiap tingkah lakui, sikap ataui tindakan 

yang dilakuikan oleih PNS ataui tidak meilakuikan seisuiatui yang seiharuisnya 

dilakuikan seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan. Peinilaian 

Peirilakui Keirja seibagaimana yang dimaksuid pada pasal 12 ayat 1 meilipuiti aspeik : 
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a. Orieintasi Peilayanan; 

Orieintasi peilayanan adalah sikap dan peirilakui keirja peigawai dalam 

meimbeirikan peilayanan yang teirbaik keipada yang dilayani antara lain 

masyarakat, atasan, reikan keirja, uinit keirja teirkait, dan instansi lain. 

b. Inteigritas; 

Inteigritas adalah keimapuian uintuik beirtindak seisuiai deingan nilai. norma dan 

eitika organisasi. 

c. Komitmein; 

Komitmein adalah keimauian dan keimampuian uintuik meinyeileisaikan sikap dan 

tindak peigawai uintuik meiwuijuidkan tuijuian organisasi deingan meinguitamakan 

keipeintingan dinas dari pada keipeintingan diri seindiri, seiseiorang ataui 

golongan. 

d. Disiplin;  

Disisplin adalah keisangguipan Peigawai Neigeiri Sipil uintuik meintaati 

keiwajiban dan meinghindari larangan yang diteintuikan dalam peiratuiran 

peiruindang-uindangan dan/ataui peiratuiran keidinasan yang apabila tidak ditaati 

ataui dilanggar dijatuihi huikuiman disiplin. 

e. Keirja sama 

Keirja sama adalah keimauian dan keimampuian PNS uintuik beikeirja sama deiran 

reikan seikeirja, atasan, bwahan dalam uinit keirjanya seirta instansi lain dalam 

meinyeileisaikan suiatui tuigas dan tangguing jawab yang diteintuikan, seihingga 

meincapai daya guina dan hasil guina yang seibeisarbeisarnya. 
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f. Keipeimimpinan. 

Keipeimimpinan adalah keimampuian dan keimauian PNS uintuik meimotivasi dan 

meimpeingaruihi bawahan ataui orang lain yang beirkaitan deingan bidang 

tuigasnya deimi teircapainya tuijuian organisasi. 

 

2.6 Pandangan Islam Teintang Kineirja 

 Islam seinantiasa meingajarkan uimatnya agar beiruisaha uintuik meimeinuihi 

keibuituihan hiduipnya. Tidak dibeinarkan sorang muislim beirpangkui tangan saja 

ataui beirdoa meingharapkan reizeiki daang dari langit tanpa meingiringinya deingan 

uisaha. Seibagaimana yang teilah diseibuitkan dalam firman Allah dalam Q. S. Al-

A‟raf:10  

ب تَشْكُرُوْنَ  كُمْ فًِ الْْرَْضِ وَجَعَلْنبَ لكَُمْ فيِْهبَ مَعَبيشََِۗ قلَيِْلًا مَّ نّّٰ    ࣖوَلقَدَْ مَكَّ
     Artinya: “Seisuingguihnya kami teilah meineimpatkan kamui seikalian dimuika 

buimi dan kami adakan bagimui suimbeir peinghiduipan. Amat seidikitlah kamui 

beirsyuikuir”. (Q. S. Al-A‟raf:10) 

    dan QS. An-Naba‟:11  

بۚ            جَعَلْنبَ النَّهبَرَ مَعَبشا  وَّ

Artinya:“Dan Kami jadikan siang uintuik meincari peinghiduipan”. (QS. An-

Naba‟:11) (Rachmat Syafei‟i, 2003:115) 

 

 Dari teirjeimahan ayat –ayat di atas meinuinjuikkan bahwa kauim muislimin 

yang ingin meincapai keimajuian heindaknya haruis beikeirja keiras. Teilah meinjadi 

suinnatuillah di duinia bahwa keimakmuiran akan dicapai oleih meireika yang beikeirja 

keiras dan meimanfaatkan seigala poteinsinya uintuik meincapai keiinginannya. 

Bagi kauim muislimin, beikeirja dalam rangka meindapatkan reizeiki yang halal dan 

meimbeirikan keimamfaatan yang seibeisar – beisarnya bagi masyarakat meiruipakan 

bagian dari ibadah. Hal ini seisuiai deingan firman Allah suirat At – Tauibah : 105 

yang beirbuinyi : 
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لِمِ الْغَيْبِ  ً عّٰ وْنَ الِّٰ ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُىْلهُٗ وَالْمُؤْمِنىُْنََۗ وَسَترَُدُّ
وَقلُِ اعْمَلىُْا فسََيرََي اّللّّٰ

 وَالشَّهبَدَةِ فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِب كُنْتمُْ تعَْمَلىُْنَ           

Artinya: “Dan Katakanlah: "Beikeirjalah kamui, Maka Allah dan Rasuil-Nya seirta 

orang-orang muikmin akan meilihat peikeirjaanmui itui, dan kamui akan 

dikeimbalikan keipada (Allah) yang meingeitahuii akan yang ghaib dan 

yang nyata, lalui dibeiritakan-Nya keipada kamui apa yang teilah kamui 

keirjakan”. 

 

 Ciri uitama dari orang – orang muikmin yang akan beirhasil dalam hiduipnya 

adalah keimampuiannya uintuik meininggalkan peirbuiatan yang meilahirkan 

keimalasan (tidak produiktif) dan gantinya deingan amalan yang beirmanfaat. 

 

2.7    Peineilitian Teirdahuilui 

 Peineilitian teirdahuilui meiruipakan peineilitian yang peirnah dilakuikan 

seibeiluimnya. Peineilitian teirseibuit sangat peinting uintuik diuingkapkan kareina dapat 

diguinakan seibagai suimbeir informasi dan bahan acuian yang sangat beirguina bagi 

peineilitian ini: 

Tabel 2. 2 

Penelitian Terdahulu 
 
 

No Suimbeir Tuijuian Hasil 

1. Achmad Gani 

(2009) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Meimpeingaruih

i Kineirja 

Peigawai 

Kantor 

Peilayanan 

Pajak Buimi 

dan Banguinan 

Kota Makassar 

Peineilitian ini beirtuijuian 

uintuik meingeitahuii dan 

meinganalisis peingaruih 

faktor Profeisionalismei, 

Disiplin, dan Motivasi 

Keirja dan meinganalisis 

faktor yang dominan 

beirpeingaruih teirhadap 

kineirja peigawai PBB 

Kota Makassar. Bahan 

masuikan bagi kantor 

PBB Kota Makassar 

dalam meiningkatkan 

Adapuin popuilasinya adalah juimlah 

peigawai kantor PBB dan 

sampeilnya 52 orang, deingan 

meingguinakan alat analisis reigreisi 

beirganda.Hasil teimuiannya variabeil 

profeisionalismei, disiplin dan 

motivasi keirja beirpeingaruih 

signifikan teirhadap variabeil kineirja 

dan variabeil profeisionalismei yang 

paling dominan beirpeingaruih 

teirhadap kineirja. 
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No Suimbeir Tuijuian Hasil 

peilayanan keipada 

masyarakat deingan 

adanya peiningkatan 

kineirja dan bahan 

masuikan bagi Kantor 

PBB Makassar dalam 

meinyuisuin Grand Skein

ario bagi peigawai 

dalam meiningkatkan 

kineirja Peilayanan PBB. 

2. EImay 

Irmayanti, 

EInas,UIuing 

Ruinalan 

Soeidarmo 

(2019), 

Analisis 

Peimbeirdayaan 

Aparatuir 

Peimeirintah 

Daeirah Dalam 

Rangka 

Meiningkatkan 

Kineirja 

Peigawai di 

Bapeidda 

Kabuipatein 

Peingandaran 

 

Agar meingeitahuii 

bagaimana peingaruih 

kineirja peigawai 

teirhadap kuialitas keirja 

nya meilaluii Faktor 

inteirnal dan faktor 

eiksteirnal seirta beirbagai 

aspeik peinyeibabnya.. 

Beirdasarkan hasil wawancara dan 

obseirvasi kineirja peigawai masih 

beiluim optimal baik dari seigi 

kuialitas mauipuin dari seigi kuiantitas 

peilayanan. Hal ini dapat teirlihat 

deingan masih adanya peigawai yang 

meimiliki kuialitas keirjanya masih 

reindah, masih adanya peigawai 

yang kuirang beirtangguing jawab 

dalam meilaksanakan tuigasnya 

deingan baik dan teipat waktui, masih 

reindahnya keiteirampilan dan 

keiahlian yang dimiliki peigawai. 

Hambatan kineirja peigawai yaitui 

reindahnya kuialitas keirja 

dikareinakan  masih reindahnya 

kompeiteinsi dan keiteirampilan 

peigawai, masih beiluim meimadainya 

sarana dan prasarana seirta fasilitas 

peinuinjang dan beiluim optimalnya 

atasan dalam peindeileigasian 

weiweinang. 

3. Aguistinuis 

Seityawan 

(2018)  Faktor-

Faktor  yang 

Meimpeingaruih

i Kineirja 

Karyawan 

Peineilitian ini beirtuijuian 

uintuik meinganalisa 

faktor-faktor yang 

meimpeingaruihi 

kineirja karyawan yang 

meiruipakan salah satui 

faktor yang sangat 

peinting dalam 

peiningkatan 

kineirja peiruisahaan, 

seihingga meimuidahkan 

peiruisahaan uintuik fokuis 

pada faktor-faktor 

Hasil peineilitian ini meimbuiktikan 

bahwa faktor peinghargaan 

karyawan, keipuiasan karyawan, 

peirilakui karyawan dan gaya 

keipeimimpinan meimpuinyai 

peingaruih yang signifikan teirhadap 

kineirja karyawan. Peineilitian ini 

juiga meinjeilaskan bahwa faktor 

motivasi karyawan, peingeimbangan 

karyawan dan lingkuingan keirja 

pada peiruisahaan yang beirgeirak di 

bidang fabrikasi leipas pantai 

peingaruihnya tidak signifikan 
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No Suimbeir Tuijuian Hasil 

yang signifikan 

peingaruihnya teirhadap 

kineirja karyawan dan 

seibagai reifeireinsi 

bagian 

suimbeir daya manuisia 

dalam meineintuikan 

keibijakan strateigis 

dalam meinangani 

kineirja 

karyawan 

teirhadap kineirja karyawan. 

4. Sofyan Suirya 

Rochmawan & 

Tuikijan (2017) 

yang beirjuiduil 

Analisis 

Kineirja 

Karyawan 

pada PT. 

Suiryatama 

Kartika Adya 

Seimarang 

Tuijuian peineilitian ini 

uintuik meinganalisis 

kineirja karyawan pada 

PT. Suiryatama Kartika 

Adya Co. Ltd 

Seimarang. Popuilasi 

dari peineilitian ini 

adalah seiluiruih 

karyawan bagian 

peinjuialan pada PT. 

Suiryatama Kartika 

Adya Co. Ltd 

Seimarang yang 

beirjuimlah 108 orang 

Hasil meinuinjuikkan bahwa 

komuinikasi beirpeingaruih positif 

teirhadap keipuiasan keirja teirbuikti, 

buidaya organisasi beirpeingaruih 

positif teirhadap keipuiasan keirja 

teirbuikti, keipuiasan keirja 

beirpeingaruih positif teirhadap 

kineirja karyawan teirbuikti, 

komuinikasi beirpeingaruih positif 

teirhadap kineirja karyawan teirbuikti, 

buidaya organisasi beirpeingaruih 

positif teirhadap kineirja karyawan 

teirbuikti. 

5. Muitia Windi 

Astuiti & EIri 

Buikhari (2018) 

yang beirjuiduil 

Analisis 

Kineirja 

Peigawai PT. 

Tirta 

Inveistama 

Tuijuian dari peineilitian 

ini adalah uintuik 

meingeitahuii peingaruih 

peineimpatan keirja dan 

peilatihan teirhadap 

kineirja karyawan pada 

PT Tirta Inveistama 

Hasil peineilitian yang dilakuikan 

meinuinjuikkan bahwa peineimpatan 

keirja seicara parsial tidak 

meimpeingaruihi kineirja karyawan 

pada PT Tirta Inveistama. 

Beirbanding teirbalik deingan hasil 

uiji variabeil peilatihan yang 

meinuinjuikkan bahwa peilatihan 

meimiliki peingaruih positif teirhadap 

kineirja karyawan pada PT Tirta 

Inveistama. 

 

2.8 Deifinisi Konseip  

Adapuin deifinisi konseip dalam peineilitian ini adalah seibagai beirikuit: 

1. Kineirja adalah hasil ataui tingkat keibeirhasilan seiseiorang seicara keiseiluiruihan 

seilama peiriodei teirteintui dalam meilaksanakan tuigas dibandingkan deingan 
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beirbagai keimuingkinan, seipeirti standar hasil keirja, targeit ataui sasaran ataui 

kriteiria yang teilah diteintuikan teirleibih dahuilui teilah diseipakati beirsama. 

2. Kineirja peigawai adalah preistasi keirja yang dibeirikan peigawai keipada Badan 

Peireincanaan Peimbanguinan Daeirah (BAPPEIDA) Kota Duimai. 

3. Peinilaian kineirja adalah proseis peinguikuiran kineirja ataui meingeivaluiasi hasill 

kineirja seiseiorang. 

4. Peigawai yang dimaksuid disini adalah Aparatuir Sipil Neigara pada kantor 

Badan Peireincanaan Peimbanguinan Daeirah (BAPPEIDA) Kota Duimai. 

2.9 Konseip Oprasional  

 Gagasan oprasional dapat dilihat sebagai komponen yang menjelaskan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga jelas dari pengukuran tersebut 

indikasi mana yang digunakan sebagai dasar analisi berikut: 

Tabel 2. 3 

Konsep Oprasional 
 

Variabel Indikator Suib Indikator 

Analisis 

Kinerja 

Menurut 

Robbins dalam 

Anwar Prabu 

Mangkunegara 

(2014)  

i. Kualitas 

Kerja 

a. Kerapihan  Dalam lingkungan kerja 

dapat memudahkan aktivitas , 

meningkatkan efisiensi,serta 

menciptakan suasana kerja yang 

nyaman dan produktif. 

b. Ketelitian seseorang dalam 

menyelesaikan tugas atau 

pekerjaan sehingga hasilnya bebas 

dari kesalahan 

ii. Kuantitas 

Kerja  

a. Kecepatan kerja seberapa cepat 

seseorang dapat menyelesaikan 

tugas atau pekerjaannya kecepatan 

ini menunjukkan efisiensi seseorang 

dalam menggunakan waktu dan 

sumberdaya yang tersedia 

b. Kemampuan Dalam kuantitas kerja 

merupakan bagian dari indikator 

kinerja karyawan yang mengacu 
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pada jumlah pekerjaan yang dapat 

diselesaikan oleh seseorang dalam 

jangka waktu tertentu, sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan 

 

iii. Tanggung 

Jawab  

a. Hasil Kerja  Menekankan pada 

output yang dicapai oleh individu. 

Output ini bisa berupa barang, jasa, 

laporan, atau hasil nyata lainnya 

sesuai bidang pekerjaan. 

 

b. Pengambilan keputusan  Dalam 

bertanggung jawab adalah suatu 

proses memilih tindakan terbaik 

dengan mempertimbangkan 

berbagai alternatif secara rasional, 

etis, dan objektif 

 

iv. Kerjasama a. Jalinan Kerjasama bentuk 

hubungan atau interaksi antara dua 

pihak atau lebih yang didasarkan 

pada kesepakatan dan tujuan 

bersama untuk saling membantu, 

mendukung, serta mencapai hasil 

yang lebih optimal dibandingkan 

jika dilakukan secara sendiri-

sendiri.  

 

b. Kekompakan kondisi di mana 

seluruh anggota kelompok atau tim 

saling mendukung, bekerja sama 

dengan solid, dan memiliki rasa 

kebersamaan yang kuat demi 

mencapai tujuan bersama secara 

efektif dan harmonis. 

 

v. Inisiatif  a. Kemampuan mengatasi masalah 

tanpa menunggu perintah atasan   

Sikap ini mencerminkan bentuk 

tanggung jawab individu terhadap 

tugas yang telah menjadi 

kewajibannya di lingkungan kerja 

.  

Suimbeir : Teori Robbins dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2014) 
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2.10 Keirangka Peimikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suimbeir : Teori Robbins dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2014) 

Kineirja Aparatuir Sipil Neigara (ASN) 

Kuialitas Kerja  

Kineirja yang Baik dan Beirkuialitas 

Robbins dalam Anwar Prabu 

Mangkunegara (2014) 

Kerjasama Inisiatif 

Bagaimana Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai 

Tanggung 

Jawab 
Kuianitas 

Kerja 
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BAB III 

MEITODOLOGI PEINEILITIAN 

 

3.1 Peindeikatan dan Jeinis Peineilitian 

 Peindeikatan dalam peineilitian ini adalah kuialitatif. Peineilitian kuialitatif 

meiruipakan peineilitian khuisuis objeik yang tidak dapat diteiliti seicara statistik ataui 

deingan cara kuiantitatif.   Peineilitian kuialitatif meinghasilkan data deiskriptif 

beiruipa uicapan, tuilisan, dan peirilakui yang diamati. Peineilitian kuialitatif dituijuikan 

uintuik meindeiskripsikan dan meinganalisis feinomeina, peiristiwa, aktivitas sosial, 

sikap keipeircayaaan, peirseipsi, peimikiran manuisia seicara individui mauipuin 

keilompok. Seidangkan jeinis peineilitiannya adalah deiskriptif. Peineilitian deiskriptif 

beirtuijuian uintuik meinggambarkan, meiringkaskan beirbagai kondisi, beirbagai 

situiasi ataui beirbagai variabeil yang timbuil di masyarakat yang meinjadi objeik 

peineilitian. Keimuidian meinarik kei peirmuikaan seibagai ciri ataui gambaran teintang 

kondisi, situiasi atauipuin variabeil teirteintui. 

 

3.2 Lokasi Peineilitian 

 Peineilitian ini dilakuikan di Badan Peireincanaan Peimbanguinan Daeirah 

(BAPPEIDA)  Kota Duimai yang teirleitak di Jl. Tuiankui Tambuiasi Kompleik 

Peirkantoran Walikota Duimai. Adapuin alasan peinuilis meimilih lokasi teirseibuit 

diseibabkan Badan Peireincanaan Peimbanguinan Daeirah (BAPPEIDA) Kota Duimai 

meiruipakan instansi peimeirintah yang dibeintuik uintuik meinsuikseiskan uipaya 

reiformasi peimbanguinan khuisuisnya di Kota Duimai.  
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3.3 Jeinis Data 

 Dalam peineilitian ini jeinis data yang diguinakan uintuik meindapatkan 

informasi yang dipeirluikan adalah seibagai beirikuit : 

1. Data Primeir  

Data primeir yaitui data yang dipeiroleih seicara langsuing dari suimbeir guina 

meimpeiroleih jawaban yang reileivan dari peirmasalahan. Data primeir teirseibuit 

meinyangkuit teintang ideintitas reispondein dan tanggapan masyarakat  

2. Data Seikuindeir  

Data seikuindeir yaitui data yang teilah jadi dan dipeiroleih dari instansi teirkait 

deingan masalah peineilitian ini yang dipeirluikan seibagai peileingkap landasan 

peineilitian. Data ini beiruipa data teintang daeirah peineilitian, arsip-arsip, laporan 

teirtuilis dan lain seibagainya yang dikeiluiarkan instansi peimeirintah yang dapat 

meinuinjang reipreiseintatifnya peineilitian ini. 

 

3.4 Teiknik Peinguimpuilan Data 

 UIntuik dapat meinjawab peirmasalahan dalam peineilitian ini, dipeirluikan data 

ataui informasi yang akuirat dari suimbeir-suimbeir yang dapat dipeircaya adapuin 

teiknik/cara dalam meinguimpuilkan data ataui informasi teirseibuit adalah seibagai   

beirikuit: 

a. Obseirvasi 

Meinuiruit Hadi dalam Suigiyono (2013:145) Obseirvasi meiruipakan suiatui 

proseis yang teirsuisuin dari beirbagai proseis biologis dan psikhologis. Duia 

diantara yang teirpeinting adalah proseis peingamatan dan ingatan. 

 



41 

 

b. Wawancara  

Meinuiruit EIsteirbeirg dalam Suigiyono (2013:231) wawancara meiruipakan 

peirteimuian duia orang uintuik beirtuikar informasi dan idei meilaluii tanya jawab 

seihingga dapat dikonstruiksikan makna dalam suiatui topik teirteintui.  

c. Dokuimeintasi  

Meinuiruit Dokuimeintasi meinuiruirt Creisweill (2016:225) meinyatakan bahwa 

“seilama proseis peineilitian, peineiliti juiga bisa meinguimpuilkan dokuimein-

dokuimein kuialitatif (quialitatif docuimeints). Meitodei dokuimeintasi ini 

meiruipakan seibuiah meitodei yang diguinakan uintuik meinguiraikan dan 

meinjeilaskan apa yang suidah beirlakui meilaluii suimbeirsuimbeir dokuimeintasi, 

yang dimana dokuimeintasi adalah bagian peinting peinuinjang objeiktifitas 

proseis peineilitian. 

 

3.5 Informan Peineiliti  

 Meinuiruit Suigiyono (2007), meingatakan bahwa popuilasi adalah juimlah 

wilayah geineirasi yang teirdiri atas objeik/suibjeik yang meimpuinyai kuialitas dan 

karakteiristik teirteintui yang diteitapkan oleih peineiliti uintuik diteiliti dan keimuidian 

ditarik keisimpuilannya. 

Informan peineilitian meiruipakan pihak-pihak yang dijadikan seibagai 

narasuimbeir dalam seibuiah peineilitian. Dalam meineitapkan suibjeik peineilitian, 

peineiliti meingguinakan peirtimbangan teirteintui, dimana peineiliti akan meilakuikan 

wawancara keipada orang-orang yang meingeitahuii teintang informasi yang 

beirkeinaan deingan peirmasalahan yang diteiliti oleih peineiliti. Beirdasarkan 

peinjeilasan diatas, maka yang meinjadi informan dalam peineilitian ini adalah : 
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Tabel 3. 2 

Informan 
 

No  Jabatan  Juimlah 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4.   

 

 

5.  

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

Keipala Badan Peireincanaan Peimbanguinan 

Daeirah (BAPPEIDA) Kota Duimai 

 

Keipala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia 

 

Keipala Suibbagian Umum 

 

Peigawai Badan Peireincanaan Peimbanguinan 

Daeirah (BAPPEIDA) Kota Duimai 

 

Kepala Seksi Pemerintahan (Kecamatan Dumai 

Selatan) 

 

Kapala Subbagian Perencanaan Keuangan dan 

Aset (Kecamatan Dumai Selatan) 

 

Security Badan Peireincanaan Peimbanguinan 

Daeirah (BAPPEIDA) Kota Duimai 

 

Penjaga Kantin 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Juimlah 10 

Suimbeir: Data olahan Tahuin 2025 

3.6 Teinik Analisa Data 

 Analisis data adalah proseis meingatuir uiruitan data, meingorganisaskannya 

keidalam suiatui pola, kateigori dan satuian uiruitan dasar. Analisis data adalah 

rangkaian keigiatan peineilaahan, peingeilompokan, sisteimatisasi, peinafsiran dan 

veirifikasi data agar seibuiah feinomeina meimiliki nilai sosial, akadeimis dan ilmiah. 

Seiteilah data teirkuimpuil meilaluii teiknik peinguimpuilan data, seilanjuitnya adalah 

meinganalisis data teirseibuit.  
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 Mileis dan Huibeirman (2014) meinguiraikan bahwa data yang mu incuil dalam 

peineilitian kuialitatif beirwuijuid kata-kata dan buikan rangkaian angka. Data 

teirseibuit dikuimpuilkan dalam aneika macam cara (obseirvasi, wawancara, intisari 

dokuimein, pita reikaman) dan biasanya diproseis seibeiluim diguinakan meilaluii 

peincatatan, peingeitikan, peinyuintingan, ataui alih-tuilis) teitapi analisis kuialitatif 

teitap meingguinakan kata-kata yang biasanya disuisuin dalam teiks yang dipeirluias. 

 Dalam peineilitian kuialitatif meimuingkinkan dilakuikan analisis data pada 

waktui peineiliti beirada di lapangan mauipuin seiteilah keimbali dari lapangan barui 

dilakuikan analisis. Pada peineilitian ini analisis data teilah dilaksanakan beirsamaan 

deingan proseis peinguimpuilan data. Aluir analisis meingikuiti modeil analisis 

inteiraktif seibagaimana diuingkapkan Mileis dan Huibeirman. Yang dimana proseis 

analisis dalam peineilitian modeil ini dilakuikan deingan eimpat tahap, yaitui: 

1. Peinguimpuilan Data  

Data yang dipeiroleih dari hasil wawancara, obseirvasi dan dokuimeintasi dicatat 

dalam catatan lapangan yang teirdiri dari duia bagian yaitui deiskriptif dan 

reifleiktif. Catatan deiskriptif adalah catatan alami, (catatan teintang apa yang 

dilihat, dideingar, disaksikan dan dialami seindiri oleih peineiliti tanpa adanya 

peindapat dan peinafsiran dari peineiliti teirhadap feinomeina yang dialami. 

2. Reiduiksi Data  

Seiteilah data teirkuimpuil, seilanjuitnya dibuiat reiduiksi data, guina meimilih data 

yang reileivan dan beirmakna, meimfokuiskan data yang meingarah uintuik 

meimeicahkan masalah, peineimuian, peimaknaan ataui uintuik meinjawab 

peirtanyaan peineilitian. Keimuidian meinyeideirhanakan dan meinyuisuin seicara 
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sisteimatis dan meinjabarkan hal-hal peinting teintang hasil teimuian dan 

maknanya. 

3. Peinyajian Data  

Peinyajian data dapat beiruipa beintuik tuilisan ataui kata-kata, gambar, grafik dan 

tabeil. Tuijuian sajian data adalah uintuik meinggabuingkan informasi seihingga 

dapat meinggambarkan keiadaan yang teirjadi. Dalam hal ini, agar peineiliti tidak 

keisuilitan dalam peinguiasaan informasi baik seicara keiseiluiruihan ataui 

bagianbagian teirteintui dari hasil peineilitian, maka peineiliti haruis meimbuiat 

naratif, matrik ataui grafik uintuik meimuidahkan peinguiasaan informasi ataui 

data teirseibuit. 

4. Peinarikan Keisimpuilan.  

Peinarikan keisimpuilan dilakuikan seilama proseis peineilitian beirlangsuing 

seipeirti halnya proseis reiduiksi data, seiteilah data teirkuimpuil cuikuip meimadai 

maka seilanjuitnya diambil keisimpuilan seimeintara, dan seiteilah data beinar-

beinar leingkap maka diambil keisimpuilan akhir. 

 Seiteilah peinguimpuilan data yang dipeirluikan teirkuimpuil dari reispondein 

peineilitian, maka seilanjuitnya akan dilakuikan peingeilompokan data yang seisuiai 

deingan jeinis data yang dibuituihkan. Seilanjuitnya data teirseibuit akan disajikan 

dalam beintuik tabeil yang dileingkapi deingan uiraian dan peinjeilasan yang 

meingguinakan ranting scalei, yang mana rancing scalei adalah skala peinilaian yang 

diguinakan uintuik meinguikuir ataui meinilai suiatui feinomeina, variabeil, ataui objeik 

teirteintui beirdasarkan tingkatan teirteintui. Dalam ranting scalei, biasanya ada 

beibeirapa kateigori ataui tingkat yang disuisuin seicara beiruiruitan, yang 

meimuingkinkan peingamat ataui reispondein uintuik meimbeirikan nilai yang 

meinceirminkan tingkat inteinsitas, kuialitas, ataui kineirja suiatui variabeil. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Dekripsi Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai 

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai adalah 

lembaga pemerintahan daerah yang bertugas merancang dan menyusun rencana 

pembangunan daerah. Tugas utama BAPPEDA meliputi perumusan kebijakan 

strategis, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan dan evaluasi program 

pembangunan. 

 Seiring dengan pembentukan Pemerintah Kota Dumai, dibentuk pula Badan 

Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Dumai sebagai lembaga perencana 

pembangunan daerah.  Seiring waktu, Bappeko bertransformasi menjadi Bappeda 

Kota Dumai, yang bertugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan 

perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.  

 Bappeda Kota Dumai berperan penting dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan, menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 

serta mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) di berbagai tingkat wilayah. 

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai 

dibentuk seiring dengan peningkatan status Dumai menjadi kota administratif 

pada tahun 1979, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979. 

Sebelumnya, Dumai merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis. Kemudian, 

pada 20 April 1999, Dumai resmi menjadi Kota Otonom melalui Undang-Undang 
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Nomor 16 Tahun 1999. Perubahan status ini mendorong pembentukan berbagai 

perangkat daerah, termasuk BAPPEDA, yang berperan dalam merencanakan 

pembangunan daerah. Pada 4 April 2022, melalui Peraturan Wali Kota Dumai 

Nomor 17 Tahun 2022, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja 

BAPPEDA diperbarui untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan 

di Kota Dumai. 

 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk 

ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) 

bidang. Masing-masing bidang di Bappeda Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) 

subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.  

 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang 

mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka 

Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 

Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai.  
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 Menurut peraturan tersebut Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah.  

 

4.2 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Kota Dumai 

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai memiliki 

visi dan misi yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026. Visi tersebut adalah: 

 "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul 

dan Bertumpu pada Budaya Melayu." 

 Visi ini mencerminkan aspirasi untuk mengembangkan Dumai sebagai kota 

yang maju dalam sektor pelabuhan dan industri, sambil tetap mempertahankan 

dan mengedepankan nilai-nilai budaya Melayu sebagai dasar pembangunan. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan empat misi utama: 

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu 

pada kepelabuhanan dan industri. 

 Fokus pada peningkatan sektor ekonomi dengan memanfaatkan potensi 

pelabuhan dan industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. 

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjati diri 

Melayu. 

 Mengutamakan pengembangan kualitas pendidikan dan keterampilan 

masyarakat, serta menanamkan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas. 

 Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, 

dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung aktivitas ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

4. Meningkatkan kualitas tata kelola kepemerintahan daerah yang baik. 

 Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.  

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai bertugas membantu Walikota dalam 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan  

pembangunan daerah Kota Dumai. Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda Kota  

Dumai memiliki 23 fungsi.  

 Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDALITBANG mendukung 

pencapaian Misi keempat RPJMD “Meningkatkan kualitas tata kelola 

kepemerintahan yang baik”. Adapun program prioritas yang direncanakan untuk 

mendukung pencapaian misi keempat tersebut yang terkait dengan tugas pokok 

dan fungsi BAPPEDALITBANG diantaranya: 

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 

2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan 

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. 

 Dengan visi dan misi ini, Bappeda Kota Dumai berkomitmen untuk 

mengarahkan pembangunan daerah secara terencana dan berkelanjutan, 

mengoptimalkan potensi lokal, serta menjaga kearifan budaya Melayu sebagai 

identitas kota. 
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4.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai 

 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang 

mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan 

dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah 

Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk 

Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) 

Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) 

Badan, 1 (satu) Satuan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah 

Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.  

 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk 

ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) 

bidang. Masing-masing bidang di Bappeda Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) 

subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.  
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 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang 

mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka 

Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 

Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai. Menurut peraturan 

tersebut Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan 

organisasi Bappeda Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Gambar 4. 1 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Dumai 

Sumber: Peraturan Walikota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 
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Badan Perencanaan Pembangunan Derah (BAPPEDA) Kota Dumai 

dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dilihat dari susunan organisasi 

seperti yang tersaji pada Gambar 4.1, turun 1 (satu) tingkat dari Kepala Badan, 

terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) 

subbagian, dibawahnya terdapat 4 bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang 

Kepala Bidang, masing-masingnya membawahi 3 subbidang dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. Pada tahun 2019, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

ada di Bappeda Kota Dumai berjumlah 38 orang, 21 orang merupakan pejabat 

struktural, sedangkan 17 orang lainnya merupakan staf. Dari 38 orang ASN 

tersebut, 42,1% berpendidikan terakhir S2, 44,7% berpendidikan terakhir S1, 

2,6% berpendidikan terakhir D3, dan 10.5% berpendidikan terakhir 

SMA/sederajat. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai tugas 

membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) atau perencanaan tahunan; 
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b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, bottom up top 

down dan partisipatif;  

c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan 

daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya 

serta perangkat daerah/unit kerja lainnya; 

d. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana 

Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;  

e. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian 

perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah; 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah; 

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program 

dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah; 

h. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah lainnya; 

i. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, 

kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan 

pembangunan daerah; 

j. Perumusan Penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan 

pembangunan daerah; 
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k. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan 

perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi 

pembangunan daerah; 

l. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan 

pembangunan daerah;  

m. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi 

kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, 

keuangan dan aset; dan  

n. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup 

fungsinya. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1 sekretariat dan 4 

bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:  

1. Sekretariat 

Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas melaksanakan 

perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan 

tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang 

milik negara dan kerumahtanggaan serta melakukan koordinasi, fasilitasi 

dan evaluasi pada Subbagian Program, Subbagian Umum dan 

Kepegawaian, dan Subbagian Keuangan. Dalam menyelenggarakan 

tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut: 
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a. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; 

b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, 

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi badan perencanaan 

pembangunan daerah; 

d.  Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, 

ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan pegelolaan 

sarana; 

e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan 

pengadaan barang/jasa dilingkup Bappeda; 

f. Pembinaan dan penataan orgnisasi dan tata laksana; dan 

g. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum; 

h. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

i. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah 

pada Bappeda;  

j. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas 

capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan 

barang/jasa milik negara;  
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k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; dan  

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yang masing-masingnya mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

1) Subbagian Program 

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan 

anggaran di lingkungan Bappeda dengan uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada Subbagian 

Program; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan Subbagian Program; 

c. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 

d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah; 

e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis badan 

perencanaan pembangunan daerah; 

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan 

kegiatan pada Subbagian Program; dan  

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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2) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas memberikan dukugan administrasi ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi dengan uraian tugas 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada Subbagian Umum 

dan Kepegawain; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan 

sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

d. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian 

berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit; 

e. Melaksanaan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, dan 

rencana kerja anggaran badan di lingkup Sub Umum dan Kepegawaian; 

f. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk 

teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian; 

g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;  

h. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis 

dan fungsional; 

i. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang 

berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, kehumasan dan dokumentasi;  
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j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan 

kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3) Subbagian Keuangan 

Mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang 

milik/kekayaan negara serta sarana program dengan uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada Subbagian 

Keuangan; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan Subbagian Keuangan; 

c. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai 

dasar pelaksanaan tugas; 

d. Mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk 

menjadi dokumen pengguna anggaran; 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis 

untuk tertibnya administrasi keuangan; 

f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;  

g. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah berdasarkan 

juklak/juknis untuk tertibnya pengelolaan aset daerah; 

h. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, 

ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan pegelolaan 

sarana; 
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i. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan 

perlengkapan rumah tangga; 

j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan 

kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran 

tugas kedinasan. 

2. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang  

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan 

perumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan 

evaluasi, pendanaan, pelaporan kinerja perencanaan dan pembangunan daerah, 

dan penelitian dan pengembangan daerah, serta melakukan koordinasi, 

fasilitasi dan evaluasi pada subbidang perencanaan dan pendanaan, subbidang 

pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dan subbidang Penelitian dan 

Pengembangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang 

melaksanakan fungsi sebagai berikut:  

a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan 

pembangunan daerah;  

b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;  

c. Melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan 

untuk perencanaan pembangunan daerah;  

d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;  
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e. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut 

penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan 

sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;  

f. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data 

untuk mengetahui perkembangan pembangunan;  

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan 

daerah;  

h. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program 

dan kegiatan pembangunan daerah;  

i. Penyiapan perumusan, perencanaan, pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan;  

j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; dan  

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang 

masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:  

1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan  

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, pengoordinasian, penyusunan 

perencanaan pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:  

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada subbidang 

perencanaan dan pendanaan;  
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b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan subbidang perencanaan dan pendanaan;  

c. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah 

(perencanaan ekonomi dan dan indikator ekonomi) melalui pendekatan 

holistik integratif;  

d. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model 

ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran penbangunan 

ekonomi makro daerah;  

e. Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan 

pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan 

daerah;  

f. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi 

prioritas di daerah;  

g. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, 

dan rencana kerja anggara badan di lingkup sub bidang perencanaan dan 

Pendanaan;  

h. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang 

daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);  

i. Menyiapkan dan melaksanakan proses perumusan perencanaan 

pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan;  
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j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbidang perencanaan dan pendanaan; dan  

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan  

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan 

pembinaan penyusunan laporan pembangunan daerah dengan uraian tugas 

sebagai berikut:  

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada Subbidang 

Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;  

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan; 

c. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk 

mengetahui perkembangannya;  

d. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan 

penyusunan rencana pembangunan daerah;  

e. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan 

informasi;  

f. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun 

tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;  

g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui 

rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;  
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h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan; dan  

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan  

Melaksanakan tugas menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan dan 

pembinaan penelitian dan pengembangan daerah, dengan uraian tugas sebagai 

berikut:  

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada Subbidang 

Penelitian dan Pengembangan;  

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan Subbidang Penelitian dan Pengembangan;  

c. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah 

sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

d. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, 

pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan 

kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan 

daerah;  

e. Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;  

f. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara 

bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan 

program pembangunan daerah selanjutnya;  
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g. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai 

program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;  

h. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan 

daerah sebagai bahan penilaian;  

i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui 

rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;  

j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi;  

k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan  

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Badan. mempunyai tugas menyiapkan perumusan perencanaan, 

mengoordinasikan, pembinaan dan mengendalikan perencanaan 

pembangunan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman, 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, 

kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kepegawaian, perencanaan, 

dan pengawasan, serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada 

subbidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, subbidang 
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kesehatan dan kependudukan, dan subbidang pemerintahan, ketentraman dan 

ketertiban umum. melaksanakan fungsi sebagai berikut:  

a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

b. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan 

rencana kerja perangkat daerah;  

c. Mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan 

RKPD);  

d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, 

RPJMD dan RKPD;  

e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;  

f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah 

kota;  

g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

kementerian/lembaga di provinsi dan kota;  

h. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi; dan  

i. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; dan  

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) subbidang, 

yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:  
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1) Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada Subbidang 

Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia;  

c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);  

d. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah;  

e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah 

kabupaten/kota;  

g. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, 

Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang 

Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  

h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah 

di bidang pembangunan;  

i. Menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;  

j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia; dan  
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k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

2) Subbidang Kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada Subbidang 

Kesehatan dan Kependudukan;  

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan Subbidang Kesehatan dan Kependudukan;  

c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD); Mengelola data pembangunan daerah sesuai 

jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;  

d. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah;  

e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah 

kota; 

g. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, 

Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang 

Kesehatan dan Kependudukan;  

h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah 

di bidang pembangunan;  

i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbidang Kesehatan dan Kependudukan; dan  
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j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3) Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai 

tugas sebagai berikut :  

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada Subbidang 

Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;  

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan Subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan 

Ketertiban Umum;  

c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);  

d. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah;  

e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah 

kabupaten/kota;  

g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan 

dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 

h. Menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi 

program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;  

i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;  
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j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 

Umum; dan  

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam  

mempunyai tugas menyiapkan pengoordinasian  perumusan perencanaan 

pembangunan daerah, meliputi urusan sosial, tenaga kerja, pangan, pemberdayaan 

masyarakat dan desa, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, 

perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, dan keuangan 

serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang Pertanian, 

Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Subbidang Perindustrian 

dan Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Ekonomi dan SDA menyelenggarakan fungsi:  

a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah;  

c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, 

RPJMD dan RKPD;  

e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;  
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f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah 

kabupaten/kota;  

g. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan 

pembanguan daerah;  

h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; dan  

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya.  

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 (tiga) subbidang, 

yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:  

1) Subbidang Pertanian  

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 

pembangunan daerah meliputi urusan pangan, perikanan, dan pertanian. dengan 

uraian tugas sebagai berikut:  

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada Subbidang 

Pertanian;  

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas bawahan dilingkungan Subbidang Pertanian;  

c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);  

d. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah;  
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e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah 

dan RPJMD; 

g. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana strategis, 

Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup 

Subbidang Pertanian;  

h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas 

nasional;  

i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah 

di bidang pembangunan;  

j. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;  

k. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan 

pembanguan daerah;  

l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada subbidang Pertanian; dan  

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya.  

2) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Mempunyai tugas sebagai 

berikut:  

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada subbidang 

perekonomian dan sumber daya alam;  
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b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan subbidang perekonomian dan sumber daya alam;   

c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);  

d. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja 

perangkat daerah;  

e. Merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); 

f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan 

RPJMD;  

g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah 

kota;  

h. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas 

nasional;   

i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah 

di bidang pembangunan;  

j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan  

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya.  

3) Subbidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada subbidang 

perindustrian dan perdagangan;  
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b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan subbidang perindustrian dan perdagangan;   

c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);  

d. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja 

perangkat daerah; 

e. Merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan 

RPJMD;  

g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah 

kota;  

h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan 

dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

i. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 

program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;  

j. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan 

pembanguan daerah;  

k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbidang perindustrian dan perdagangan; dan  

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya.  
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5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan 

perumusan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian perencanaan 

pembangunan daerah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, 

perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, serta 

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang Infrastruktur dan 

tata ruang, subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup, dan Subbidang 

Perumahan dan Permukiman. 

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:   

a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan  

b. daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

c. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah;  

d. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan 

RKPD);  

e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, 

RPJMD dan RKPD;  

f. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat 

daerah kota;  

g. Melaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi 

dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau rencana 

induk sektoral skala kota;  
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h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; dan  

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya.  

Bidang infrastruktur dan kewilayahan terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang 

masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut: 

1.) Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang  

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan 

daerah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, 

komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. dengan uraian tugas 

sebagai berikut:  

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada Subbidang 

Infrastruktur dan Tata Ruang;  

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;  

c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);  

d. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah 

kota;  

e. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait : 

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD);  
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a) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait 

APBD;  

b) Menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana 

strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di 

lingkup Subbidang Infrastuktur dan Tata Ruang;  

c) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat 

daerah kota;  

d) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk 

prioritas nasional;  

e) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar 

daerah di bidang pembangunan;  

f) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka 

sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata 

ruang, kawasan strategis dan/atau induk sektoral skala kota di 

lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;  

g) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana sektoral skala 

kota di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;  

h) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan 

dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan 

daerah dalam lingkup koordinasi Subbidang Infrastruktur dan Tata 

Ruang;  
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i) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Infrastruktur dan 

Tata Ruang; dan  

j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya.  

2) Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup   

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah meliputi urusan perhubungan, ruang terbuka hijau, hutan 

kota, kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup dengan uraian tugas sebagai 

berikut:  

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada subbidang 

Perhubungan dan Lingkungan Hidup;  

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;  

c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);   

d. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah;  

e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

f. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan 

RPJMD;  

g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah 

kota;   
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h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah 

kota;  

i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan 

dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah 

di bidang pembangunan;  

k. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi 

rencana implementasi dokumen induk sektoral skala kota di lingkup 

Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;  

l. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas 

nasional di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;   

m. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam 

lingkup koordinasi Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;  

n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup; dan  

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya.  

3) Subbidang Perumahan dan Permukiman Hidup  

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 

pembangunan meliputi urusan perumahan dan permukiman dengan uraian tugas 

sebagai berikut:  

a. Merencanakan program/kegiatan dan pengganggaran pada subbidang 

Perumahan dan Permukiman;  
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b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan dilingkungan subbidang Perumahan dan Permukiman;  

c. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah 

(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);   

d. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan 

dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);  

e. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah 

di bidang pembangunan;  

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada subbidang Perumahan dan Permukiman; dan  

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya.  

6. Kelompok Jabatan Fungsional  

a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat 

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan 

dan spesialisasi yang dibutuhkan.  

b. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapakan dengan keputusan Walikota. 

c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.  

d. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) huruf g,  mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Badan 
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Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi 

yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

4.4 Dokumen Perencanaan yang Disusun oleh Badan Perencaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai 

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Dumai 

menyusun beberapa dokumen penting yang saling berkesinambungan dan 

membentuk satu sistem perencanaan yang terstruktur mulai dari jangka panjang 

hingga operasional tahunan. Adapun dokumen tersebut antara lain: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang 

daerah untuk periode 20 tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan 

pembangunan Kota Dumai yang memuat visi jangka panjang, arah pembangunan 

strategis, serta tujuan pokok yang ingin dicapai dalam dua dekade. RPJPD 

menjadi dasar penyusunan RPJMD pada setiap periode pemerintahan. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

RPJMD adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang menjabarkan visi 

dan misi kepala daerah berdasarkan arah pembangunan RPJPD. RPJMD memuat 

tujuan pembangunan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program prioritas, 

serta indikator kinerja yang harus dicapai selama masa jabatan kepala daerah. 

Dokumen ini menjadi rujukan utama seluruh OPD termasuk Bappeda. 
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3. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda 

Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan internal lima tahunan 

yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan program Bappeda sesuai tugas dan 

fungsinya. Renstra memastikan bahwa seluruh kegiatan Bappeda selaras dengan 

RPJMD dan mendukung target pembangunan daerah. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas 

pembangunan daerah, program dan kegiatan prioritas, serta perkiraan anggaran. 

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), 

PPAS, serta penyusunan APBD. 

5. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 

Renja Bappeda merupakan dokumen operasional tahunan yang berisi 

program, kegiatan, target kinerja, output, dan kebutuhan anggaran yang akan 

dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Renja disusun berdasarkan RKPD dan 

Renstra Bappeda sehingga seluruh kegiatan selaras dengan prioritas daerah. 

Keseluruhan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam siklus 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan 

demikian, keberhasilan penyusunan dan pengendalian dokumen-dokumen tersebut 

sangat berkaitan dengan kualitas kinerja ASN di lingkungan Bappeda.
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja Aparatur Sipil 

Negara (ASN) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota 

Dumai, dapat disimpulkan bahwa kinerja ASN belum sepenuhnya optimal dan 

masih dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat baik dari dalam diri pegawai 

maupun dari lingkungan kerja instansi. Meskipun ASN telah berupaya 

melaksanakan tugas sesuai ketentuan, efektivitas pekerjaan dan pencapaian hasil 

kerja maksimal masih belum dapat terealisasi dengan baik. 

 Dari aspek internal, kinerja ASN terkendala oleh rendahnya kedisiplinan 

dan tanggung jawab individu, yang terlihat dari kebiasaan datang terlambat, 

memperpanjang waktu istirahat, serta kepatuhan terhadap jam kerja yang belum 

konsisten. Selain itu, motivasi kerja dan inisiatif sebagian pegawai masih 

fluktuatif sehingga belum mendorong munculnya inovasi dan peningkatan hasil 

kerja. Kerja sama dan komunikasi antarpegawai juga belum optimal, ditandai 

dengan lemahnya koordinasi antarbagian serta kecenderungan bekerja secara 

individual, sehingga penyelesaian pekerjaan sering terlambat. Permasalahan 

manajemen waktu dan pembagian beban kerja turut menjadi hambatan karena 

belum adanya evaluasi berkala yang memastikan pemerataan tugas di antara 

pegawai. 
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 Dari aspek eksternal, penelitian menemukan adanya kendala berupa 

keterbatasan sarana dan prasarana, seperti perangkat kerja dan jaringan internet 

yang belum memadai sehingga menghambat kelancaran proses administrasi dan 

penyusunan dokumen perencanaan. Koordinasi antarinstansi juga belum berjalan 

maksimal, sehingga keterlambatan penyampaian data dari OPD lain berdampak 

pada lambatnya proses perencanaan dan pelaporan. Selain itu, pengawasan dan 

evaluasi kinerja internal belum optimal karena monitoring harian masih minim 

dan penilaian kinerja lebih bersifat administratif sehingga kurang mencerminkan 

kualitas kerja pegawai secara menyeluruh. 

Secara keseluruhan, peningkatan kinerja ASN di Bappeda Kota Dumai 

memerlukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi internal pegawai seperti 

disiplin, motivasi, kerja sama, dan manajemen waktu, maupun dari sisi eksternal 

seperti perbaikan sarana kerja, peningkatan komunikasi antarinstansi, serta 

penguatan sistem pengawasan dan evaluasi. Peningkatan kinerja ASN tidak hanya 

menuntut perubahan perilaku individu, tetapi juga perbaikan budaya organisasi 

dan sistem kerja agar tercipta lingkungan kerja yang lebih profesional, produktif, 

dan berorientasi pada pelayanan publik. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pimpinan Bappeda Kota Dumai, diharapkan dapat memperkuat sistem 

pengawasan dan evaluasi kinerja secara rutin agar disiplin dan tanggung 

jawab pegawai dapat terjaga dengan baik. 
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2. Perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan internal secara berkala untuk 

menumbuhkan semangat kerja sama, kedisiplinan, serta keberanian ASN 

dalam berinovasi dan berinisiatif tanpa rasa takut terhadap penilaian atasan. 

3. Pemerintah Daerah sebaiknya memperhatikan peningkatan fasilitas dan 

sarana pendukung kerja, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi 

dan infrastruktur digital guna menunjang kecepatan serta ketepatan kerja 

pegawai. 

4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarinstansi, baik melalui rapat 

koordinasi rutin maupun sistem informasi terintegrasi, agar proses 

penyusunan dokumen perencanaan tidak mengalami keterlambatan. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar meneliti lebih dalam mengenai 

faktor motivasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi yang memengaruhi 

kinerja ASN agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam. 
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Lampiran 1  

 

PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA BADAN 

PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DUMAI 

 

PEGAWAI BAPPEDA : 

Kualitas Kerja 

 Kerapihan 

1. Menurut bapak/ibu, ssejauh ini mana kerapihan tempat kerja 

mempengaruhi produktivitas pada instansi? 

2. Apakah ada kebiasaan yang terapakan untuk menjaga kerapihan 

dilingkungan kerja? 

 Ketelitian 

1. Dalam menyusun dokumen perencanaan atau laporan. Bagaimana instansi 

memastiakan data dan informasi yang digunakan akurat dan bebas dari 

kesalahan? 

2. Apakah instansi menghadapi situasi kesalahan pada administrasi atau 

teknis dalam pekerjaan pegawai? Jika ada bagaimana instansi 

menghadapinya? 

Kuantitas Kerja 

 Kecepatan 

1. Bagaimana bapak/ibu mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas 

perencanaan yang memiliki tenggat waktu tertentu? 
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2. Sejauh mana kecepatan kerja menjadi faktor penting dalam pekerjaan 

bapak/ibu di kantor bappeda ini? 

 Kemampuan 

1. Apakah jumlah pekerjaan yang diberikan kepada pegawai sudah 

memenuhi hasil kerja yang ingin dicapai? 

2. Apakah pegawai pernah membatasi jenis pekerjaan yang diberikan? 

3. Apakah ada hambatan terbesar dalam memenuhi target kuantitas kerja 

bapak/ibu dan bagaimana bapak/ibu mengatasinya? 

Tanggung Jawab 

 Hasil Kerja 

1. Bagaimana instansi memiliki kualitas pekerjaan pegawai selama ini di 

bappeda? 

2. Apa yang instansi lakukan untuk meningkatkan kualitas hal kerja 

pegawai? 

3. Bagaimana instansi memastikan bahwa hasli kerja pegawai memenuhi 

standar yang ditetapkan? 

 Pengambilan Keputusan 

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan pemimpin bappeda 

khususnya yang berkaitan dengan penelitian atau peningkatan kerja ASN? 

2. Apakah terdapat kendala dalam proses pengambilan keputusan tersebut? 

Dan bagaimana bapak/ibu menilai dampak dari pengambilan keputusan 

terhadap kinerja ASN? 
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Kerja Sama 

 Jalinan Kerja Sama 

1. Menurut bapak/ibu, Bagaimana bentuk jalianan kerja sama yang paling 

sering terjadi antar ASN di bappeda? Dan Apakah pimpinan telah mampu 

membangun kerja sama antara sesama pegawai? 

2. Apakah kerjasama tersebut berjalan secara formal atau lebih banyak secara 

informal? 

3. Apakah ada kesulitan dalam membangun kerja sama dengan rekan kerja 

atau instansi lain? 

 Kekompakan 

1. Menurut bapak/ibu sebesar apa pengaruh kekompakan terhaap kinerja 

ASN di bappeda? 

2. Apakah ada contoh nyata kekompakan yang berdampak langsung terhadap 

kinerja? 

3. Bagaimana cara pimpinan atau instansi menjaga dan meningkatkan 

kekompakan? 

Inisiatif 

1. Dalam pandangan bapak/ibu sejauh mana pentingnya inisiatif dari ASN 

dalam menyesuaikan masalah? 

2. Bagaimana instansi ini mendorong budaya inisiatif di kalangan ASN? 
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WAWANCARA EKSTERNAL BAPPEDA (Security, Penjaga Kantin dan 

Pegawai Kecamatan Dumai Selatan) : 

 

Kualitas Kerja 

 Ketelitian 

1. Selama bekerja sama dengan Bappeda, apakah data dan informasi yang 

diberikan sudah akurat dan minim kesalahan? 

2. Jika pernah ditemukan kesalahan administrasi atau teknis, bagaimana 

sikap Bappeda dalam menindaklanjutinya? 

Kerja Sama 

 Jalinan Kerja Sama 

1. Bagaimana bapak/ibu menilai bentuk kerja sama yang dibangun oleh 

Bappeda dengan instansi bapak/ibu? 

2. Apakah kerja sama tersebut berjalan lebih sering secara formal (rapat, 

surat-menyurat) atau informal (diskusi, komunikasi langsung)? 

3. Apa kendala yang biasanya muncul dalam menjalin kerja sama dengan 

Bappeda? 

Tanggung Jawab  

 Hasil Kerja  

1. Bagaimana kedisiplinan pegawai dalam memanfaatkan waktu kerja, 

seperti datang tepat waktu, mengikuti apel pagi, dan mematuhi jam pulang 

kantor? 

2. Apakah kebiasaan pegawai dalam menggunakan waktu kerja, seperti 

berlama-lama saat istirahat atau keluar kantor untuk urusan pribadi, 

berpengaruh terhadap hasil kerja mereka? 
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Lampiran 2 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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